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This study is the analysis of verstek decisions in divorce cases. Verstek decisions
arc made by a panel of judges when the defendant did not attend the trial after being
properly summoned. Likewise with the case Number 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo that
occurred at the Manado Religious Court in case. During the trials the defendant
never attended one nor sent his representative even though he had been summoned
officially and properly. As a result, the plaintiff felt a loss in the verstek decision
because she did not get any benefits related to her rights which include alimony that
would be given by the defendant. So that, the plaintiff could not file a case related
to the defendant. By not getting her rights, the plaintiff must support the needs of
the child herself without getting the child support from the defendant. From the
description of the background. the authors draw several problem formulations, €.g.,
what procedures are for resolving verstek cases and analysis of verstek decisions in
divorce cases in decision no. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo. This is a library research with
qualitative research methods. By using a normative juridical approach which
intends to analyze the extent to which a rule/law applies effectively. Based on the
research findings, in the verstek decision the plaintiff does not get any benefits
related to the living costs from the defendant so that the plaintiff cannot submit this
matter. So based on the provisions of Article 149 Paragraph (1) R.Bg. "If on the
appointed day the defendant does not appear even though he has been duly
summoned. and also does not send his representative, then the lawsuit is granted
without his presence (verstek) unless it turns out according to the district court that
his lawsuit has no legal basis or is unreasonable." The absence of the defendant
actually harms the plaintiff. This verstek decision should have been beneficial for

the plaintiff to obtain her rights.
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ABSTRAK
Nama : Sigit Zulkifli Amir
NIM :18.1.1.044
Fakultas/Prodi : Syariah/Ahwal Syakhsiyah
Judul : Analisis Terhadap PutusMerstekPerkara Perceraian di

Pengadilan AgaaManado

Skripsi ini merupakan studi tentang analisis terhadap putusestek
perkaraperceraian atau lebih khususnya cerai gufatidakhadirantergugat
sebagai suami dalam persidangan pasti akan menimbulkan masalah dalam
pemeriksaan perkara. Dalam persidangan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh
kuasanya yang sah untuk hadir, makgajan dapat diputuskafengan putusan
verstek Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem penyelesaian perkara
verstekdi Pengadilan Agama Manado dan untuk memperoleh dan mengetahui
tentangputusanverstekyang dijatuhkan oleh hakinPenelitian ini merupakan
penelitian kepustakaan (library research) dengan metode penelitian kualitatif.
Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bermaksud untuk
menganalisa sejauh mana suatu aturan/hukum kberkgcara efektif. bbkil
penelitian menjelaskan pé&mma, prosedur berperkara dari penerimaan, proses
sidang, hingga putusan perkara gugatan di Pengadilan Agama. Kwthvea
dalam putusan no. 12/Pdt.G/2021/RWo tergugat tidak pernah mewegliri
persidangarsedangkan telah dipanggil secara resmi dan pdaka, berdasarkan
ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg hakim berpendapat diputuskan sexsek
Persoalan putusarerstekpada perkara perceraiakan menimbulkaakibat pada
hilangnya hakhak penggugat (istri) karena tergugat (suami) tidak pernah diadir
persidangan.Sehingga penggugat akan sulit untuk menggugat terkait nafkah
maupun nafkah untuk anakny@engan ketidakhadiran tergat justru merugikan
penggugat ssharusnya putusan verstek ini dapat menguntungkan bagi pihak
penggugat untuk mendapatkaaikihaknya.

Kata Kunci: Perceraian, BtusanVerstek, Analisis
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia sebaganakhluk sosial yang diciptakan dieAllah untuk hidup
berpasangpasangan, saling mengisi dan berkerja sama antara satu dengan yang
lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan. Manusia sejak awal kehidupannya
atau sepanjang sejarahnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu
persekutuan. Dari unihilah berpangkal perkembangbiakan manusia yang besra
dalam wujud marga, kabilah, suku yang seterusnya berkembang menjadi umat
bangsa yang bertebaran menjadi penduduk di permukaan bumi yang membentuk
alam manusiaPola perkembangbiakan manusia terselmtuteya telah dilakukan
secara turun temurun, dikonstruksikan menjadi bentuk nilai berupa norma yang
melembaga, dan bertujuan untuk mengatur tata kehidupan, khususnya dalam
perkara perkembangbiakan tersebut. Selain pola yang diatur atau dikonstruksi
oleh mausia berdasarkan kesepakatan norma, terdapat pula aturan baku yang
mengatur fenomena perkembangbiakan tersebut. Pola tersebut dikenal sebagai
agama atau aturan keagamaan.

Kehadiran agama Islam oleh Allah salah satunya adalah untuk memelihara
keturunan maellui perkawinan, karena merupakan salah satu usaha untuk
memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat
agar mencapai rumah tanggakinah, mawaddatian rahmaHh yang penuih
berkah dengan dilandasi cinta dan kasih sayang didkgdtsanya. Dalam haliin
menunjukkan pentingnya lalkaki dan perempuan menancapkan tekad dalam
dirinya bahwa keluarga yang dibangun melalui pernikahan haruslah membuat
semua fhak suami, istri maupun ananak merasa tenang atau tentraakipaf)

karenaadanya relasi yang dibangun di atas rasa saling-kasida (nawaddah wa

! Kementerian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan bagi Penghulu,
Penyuluh dan Konselor BP4, Jakarta: Badan Litbang dan Mlidatenterian Agama RI, 2012,
13-14.



rahmat) bukan di atas kekuasaan. Rasa ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam
keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyatakat

Dalam hal pernikahan, Islam juga telah mengaturegara detail. Salah
satu aturan Islam dalam hal pernikahan adalah pernikahan itu harus diawali oleh
akad, yang lebih dikenal dengan akad nikah. Akad néddiah suatu ungkapan
tentangijab dan gabul Dalam hukum Islam sebagaama yang terdapat dalam
kitab-kitab figh akad nikah itu bukanlah sekedar perjanjian keperdataan. la
dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalkprual 6 an dengan
u n g k amitsagan ghalizhaii. Akad nikah juga mepakan sesuatu yang harus
hatihati dalam pelaksanaannykarena akad nikah merupakapenentu boleh
tidaknya lakilaki dan perempuan melakukan hubungan. Ini disebabkan hukum
asal dalam masalah seks (bersetubuh) adalah Haram.

Setiap manusia yang hidup bersama dalam skatan perkawinan pasti
merdamb&an agarkeluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan
selalu diridhoi oleh Tuharyang Maha Esa. Hal ini sebagara ditegaskan
Sulistyg dalamUndangUndang No.1 Tahun 1974, bahwa: nPe
ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seoveagjta sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. o0

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu
ikatan lahir dan bathin antara suami istri, yaditakukan secara sah, untuk
membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang
dilakukan sesuangama dan kepercayaan masmgsing. Karena perkawinan
mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk kelurga yang kekal
bahagia, sesuaiuta dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui
oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada unsur

paksaan dari pihak manapun. Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh

2 Kementerian Agama|, Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bamnghulu,
Penyuluh dan Konselor BP4, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R§.2012,
% Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan Islam di Indones{dakarta: Kencana, 2006), 62.

4 As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahmaral-Asybah wa amNazhair (Beirut: Dar alKutub at

6l 1l miyah, 1979), 429.



upaya menurut kemampuan masmgsing kalarga. Namun demikian, banyak

juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk
akan terjadi yaitu timbulnya suatu bent
mereka harapkah.

Perkawinan, yang merupakan perjanjian yang kokbharapkan tidak
akan pernah putus, kecuali oleh kematian yang menimpa salah satu dari keduanya.
Tetapi dalam realitas kehidupan, ternyata putusnya perkawinan di tengah
perjalanan, dari waktu ke waktu jumlahnya semakin banyak dan sebabnya pun
semakin beragm. Perceraian yang seharusnya menjadi alternative terakhir dalam
aturan agama, bila keadaanya memang sangat sulit dan tidak ada jalan lain lagi
untuk menjaga kepentingan suami istri. Namun, realitanya aturan dan langkah
yang telah ditentukan agama sudiaak lagi diindahkan oleh kebanyakan orang.
Perceraian terjadi dengan sangat mudah ldaena alasaalasan sepele yang
tidak mendasar, walaupun tidak semuanya begitu. Hal ini dapat dilihat dari
tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama, yamgatiun ke tahun
mengahmi peningkatan signifika Ironisnya cerai gugat jumlahnya lebih besar
dua kali lipat dari cerai talak, bahkan leBih.

Dalam hal perceraian harus dilaksanakan di Pengadilan Agama atau yang
lainnya, karena perceraian secara resam dnenjadi hukum adanya putusan
hakim di pengadilan. Penyelesaian perkara perdata termasuk perceraian salah
satunya diakhiri dengan penjatuhan putusan oleh hakim pengadilan yang
memeriksanya. Namun demikian sifatnya sementara karena masih dalam tataran
peneriksaan tingkat pertama dan terdapat upaya hukum lanjutan seperti banding,
kasasi, dan peninjauan kembahara pihak yang terlibat memiliki hak untuk
menguji putusan itu. Penilaiannya dapag¢lalui apakah putusarrsebut telah
memenuhi syaradyaratpenjatuhan putusan sebagaimana ketamPasal 50 ayat

®Ar mansyah Mat orFd&n@,r fRaalgt dtengaki batkan Percera
Jurnal Pemerintahan dan Sosial Politik UM2ANo0.2, (Medan 2014): 142.

® I snawat i Rai s, i Ti ngkhu Inyi@ndoAesig; lKA@alisi€ KritisaTierhaGap g a t (
Penyebab dan Al ter naduindl AFEA d aXslla fo,M ¢Jung2014p §9%. ny a o,

192.



(1) UndangUndang No. 8 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakifdndang
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia
adalah Negara hukunnegchtstaa}l. Sejalan dengan ketentudm, maka salah satu
prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Di dalam siau sengketa pdata, sekurangurangnyaterdapatdua pihak,
yaitu penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang diajukan
gugatan oleh penggugat. Apabila pihak penggugat merasa dirugikan haknya, maka
ia akan membuat surat gugatan yang didaftarkan kepadadiangaetempat
yang berwenang dan kemudian oleh Jurusita pengadilan menyampaikan kepada
pihak tergugat. Sesuai dengan pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang
berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita.

Perkara perdata khususnya perkara perceraetikis sekali bagi pihak
tergugat untuk mengldiri sidang. Meskipun telah ghnggil secara resmi dan
patut. Sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara dengan putusan verstek.
Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa
hadirnya tergugat dalam p&tangan 2 (dua) kali berturtiirut dan tanpa alasan
yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (Pasal 129&HR).
putusan verstek tersebut telah dijatuhkan putusan dengan serta merta yang
pelaksanaan putusarmydapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak
tergugat mengajukan permohonan banding atas puvesaget

Ada kalanya tergugat tidak datang, tetapi mengirimkan surat jawaban,
yang nengemukakan tangkisan (eksepsi), bahwa pengadilan tidak berkuasa
memeiksa perkaranya, maka hakim wajib memutuskan eksepsi itu setelah
penggugat didengar.

Dalam hukumacara tujuan utamanya dilakukannya verstek adalah untuk

mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan

"Bustanul Arifien Rusydi, fProblem Kehadiran dan
Verstek Perkara Perceraiaa@a Pengadi | an Jutngl Musbm Hedtagd, o 3y O ,
(Yogyakarta 2020): 371.



penyelesaian perkararktendar dari kesewenangan dan tidak tertunda berlarut
larut. Krisna Harahap menyatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan pendapat
para ahli yang lain, yaitu apabila pada hari sidang yang telahpditetatetapi
tergugat tidak dahg dan ia pun tidakmengirim wakilnya sedang ia telah
dipanggil secara patut sesuai dengan cara pemanggilan menurut-undang,
dengan demikian gugatan akan dikabulkan oleh hakim tanpa kehadiran tergugat
dengan dikeluarkannya putusan verstek, asal saja gugatan itu tithakamdiak

atau tidak beralasan.

Ada beberapa jenis mengenai ketidakhadiran para pihak ini antara lain:
ketidakhadiran pihak penggugat, kistkhadiran pihak tergugat dan
ketidakhadiran dari kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugatnya. Atas
ketidakhaliran pihak penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut
pengadilan akan menjatuhkan putusan verstek. Jika penggugat dan tergugat tidak
pernah hadir maka yang akan diterapkan adalah putusan gugema Kaeikim
harus mempersoalkaretidakhadiranpihak penggugat terlebih dahulu sebelum
mempersoalkan ketidakhadiran pihak tergugat karena penggugat merupakan pihak
yang memiliki kepetingan atas gugatan tersebut.

Dalam memutus perkara hakim tidak luput dari kesalahan, walaupun
hakim dianggap mengerti re@ia peraturan atau hukum, dan bahkan bisa saja
bersifat memihak. Dalam Pasal 27 ayat (1) Unddndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 194menegaskan bahwa semua wanggara sama
kedudukannya di dalam hukum. Setiap warga negara Indonesia mempunyai
persamaan di mata hukum dan tidak memisstiakan didalam menegakkan
hukum. Dalam pemeriksaan antara pihak penggugat dan pihak tergugat juga sama
derajatnya, walaupun pihak tergugat adalah yang dituntut untuk
mempertanggungjawabkan atas dakwaan pihak &&mua itu demi kehidupan
bangsa Indonesia agar dapat berjalan dengan harmonis serta berkembang dan

berkehidupan yang adil dan berdadlat.

8zaki Ma h mud, AAnalisis Yuridis Verzet Terhadap P
Pengadilan Negeri Sleman (Analisis Putusan Verstek Nomor : 208/Pdt.G/ROSBRAN),
(Skripsi, Yogtakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, 1



Demikian pula dengan kasus yang terjadi pada perkara perceraian di
Pengadilan fama Manado dalam perkamaomor: 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo.
Dalam persidangampihak tergugat tidak pernah menghadiri sidang dan tidak
mengirim wakilnya meskipun telah dipanggédcsra resmi dan patut. Sehingga
pihak tergugat tidak merasa adil dalam putusan hakim méilak gergugat
mergajukanperlawanamatas putusan verstek oleh Majelis Hakim di Pengadilan
Agama Manado.

Berdasarkarpemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian guna memenuhi tugas akhir yaitu skripsi dengan jad@éln al i si s
Terhadap Putusan Verstek Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Manado. 0
. ldentifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di as@mr tidak memunculkan
asumsiasumsi liar di atas, maka perlu untuk mengidentifikasi dan memberikan
batasan rasalah terkait dengamasalahmasalah dalam penelitian ini, sebagai
berikut:

1. Berdasarkan paparan di atas baloas tahun 2021sekarang tefgpat 758
kasus cerai gugal Pengadilan Agamianado dengaputusarnverstek

2. Perlunya edukasdari Pengadilan Agama atau Majelis Hakirepkda
masyarakat (pihak) tentang lhpa putusan hakim (verstegugatan
gugur,contradictoirdll.).

3. Pengadilan Agama harus mempunyai kebijakan atas pemanggilan pihak
secara paksa agar terjadi keadilan dalam putusan hakim.

Pembahasan penelitian ini diharapkan tetap pada ruang lingkup dan
analisis perkara dilakukan dengan jelas, berdasarkan hal ini maka dipandang perlu
adanya pembatasan terhadap putusasrstek perkara perceraian dalam
pembahasan penelitian. Berikut adalalbdrsapa hal yang mencakup ruang
lingkup dalam penelitian ini:

1. Sistem penyelesaian perkara dengan putusestekdi Pengadilan Agama

Manado pada perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo.



2. Analisis terhadap putusaerstekperkara perceraian di Pengadilan Agama
Manado pada perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa

rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanaprosedur pnyelesaian perkara perceraiaadagn putusan bl
12/Pdt.G/2021/PA.Mdo?

2. Bagaimanaanalisis terhadap putusawerstek pada perkara perceraian
dalam putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem mbeyaian perkara putusan
perceraiardi Pengadilan Agama Manado.
2. Untuk memperoleh dan mengetahui tentgmgiusan verstek perkara

perceraian.
. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Dapat mengetahui dan memberikan gambaran dan sumbangan
pemikiran dan landasateoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada
umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai sistem penyelesaian
perkara putusan verstek di Pengadilan Agama. Serta dapat digunakan
untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti untuk ramenuhi syarat dalam menyelesaikan

pendidikan program Strata 1 (S1) pada program studi Ahwal



Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Manado.
b. Berguna untuk memberikan kontribusi akademis khususnya tentang

putusarverstekperkara peraaian.
F. Definisi Operasionaldan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan beberapa istilah yang
digunakan pada judul skripsi ini untuk menghindari kekeliruan penafsiran

pembaca yaitu sebagai berikut:

1. Anal i si s i osesl panyelidikan aerhadappsuatu kejadian atau
perkara (peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya) bertujuan untuk
mengkaji dan mengetahui keadaan sesungguhnya (sebab musabab, duduk
perkaranya, konsep dan sebagajnyad (di kuti p ®dar i KBBI

2. Putusan erstek adalah suatu kewenangan yang diberikan hukum kepada
hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa hadirnya tergugat.
Verstek menurut istilah dibagi menjadi dua yaitarstekprocedureyaitu
memeriksa perkara diluar hadir tergugat. Sedangmenurut bahasa
verstek ialah keputusan sidang atau vonis yang diberikan oleh hakim tanpa
hadirnya tergugat/terdakwah. Pengertian teknis verstek ialah pemberian
wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara
meskipun penggugat atau tergugdak hadir di persidanggmada tanggal
yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa
bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Dasar hukum verstek
diatur dalam Pasal 149 RBg/ 125 HiR.

3. Perceraian adalah putusnya ikatarkawinan antara suami istliengan
keputusan pengadilan mlaada cukup alasan bahwa diantara suami istri
tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai susstni. Pada prinsipnya

° Kemdikbud RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dari(2022) kbbi.kemdikbud.go.id.
YrFaisal Yahya dan Maulidya Annisa, #APutusan Ver
Mahkama h Sy ar 6i y a HurndlddokdnaKeldargeshno.1, (Januaduni 2020): 3.



undangundang perkawinan adalah mempersulit adanya peroetatapi
tidak berati undangundang perkawinan tidak mengatur sama sekali
tentang tata cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhiri
ikatan perkawinannya dengan jalan perceraRerceraian yang terjadi
karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karerla dtda
gugatan perceraian serta telah cukup adanyaralesay ditentukan oleh
undangundang setelah tidak berhasil di damaikan antara suami istri
tersebut
4. Pengadilan Agama adalah pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau
majelis yang mengadilperkara, mahkamah, proses mengadili keputusan
hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili petkara)
Sedangkan pengadilan agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan
atau penyelesaian perselisihan hukumgyditakukan menurut peraturan
perturan dalam agarfia Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur)
resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau
kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah
satu diantara tiga peradilan khusus di Indonekia peradilan khusus
lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Dikatakan peradilan khusus karena Pelilga Agama mengadili perkara
perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama
Islam)
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan identifikas, penulis menulusuri skripsi dan jurnalg yan

diterbitkan dalam situsitus web, yang membahas mengenai perlawanan verzet

terhacp putusan verstek. Ramsuran ini dimaksudkan agar penulis dapat

“Admin, #fAPengertian Perceraian: Adalah Putusnya
perceraianonline.com, 14 Desember 202@tps://perceraianonline.com/pengertiagrceraian
adalahputusnyaikatanperkawinan

2 Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan BKhasas Besar Bahasa Indonesia

(Jakarta: Balai Pustaka, 1997),

3 M Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

(Jakarta: Ind Hill Co, 1999), 12.

“Roihan A RasyidHukum Acara Peradilan Agam&Jlakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 5.



https://perceraianonline.com/pengertian-perceraian-adalah-putusnya-ikatan-perkawinan
https://perceraianonline.com/pengertian-perceraian-adalah-putusnya-ikatan-perkawinan
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mengambil posi dan bisa menjelaskan aspekspek persamaan maupun
perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang relevan.

1. Skripsi oleh Zaki Mahmud, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta yang mengangkat judul : i Al
Putusan Vestek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman
(Analisis Putusan Verstek *Nomor : 208

Setelah penulis membaca skripsi ini, persamaan yang penulis
dapatkan adalah bahwa penelitiam dan skripsi tersebut sarsama
merjelaskan tentam Perlawanan Verzet terhadap Putusan Verstek. Akan
tetapi, perbedaanya terletak pada locus penelitidan perspektif
digunkan dalam menganalisis faktfaktor terjadinya perlawanan verzet
terhadap putusan majelis hakim yaitu verstek, datemsigenyelesaian
perkara dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Manado.

2. Skripsi oleh Muhamad Kholio dari Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta yang mengangkat |
Verstek (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/PdG/ 2006 AP A. Smn) .

Skripsi ini berfokus ke sistem penyelesaian perkara verzet di
Pengadilan Agama atau sistem acara dalam persidangan, namun kemudian
skripsi juga membahas tentang dasar hukum yang harus digunakan jika
ingin melakukan perlawanaerhadaputusan verstek. Akan tetapi dalam
skripsinya terkait sistem penyelesaian perkara verzet terhadap putusan
verstek tidak selesai karena lawan tidak memiliki bukti yang kuat untuk
bisa menang dalam persidangan.

Selain locus penelitian, analisis serta objekeglitianjuga berbeda,
penulisingin meniliti tentang sistem penyelesaian perkara putusesiek

dan menganalisa tentang putuséagjelis Hakimatas putusawuerstek.

»Zaki Mahmud, fAAnal i si susaW Mersielddalam PérkarazPerteraiaredi hadap F
Pengadil an Negeri Sleman (Analisis Putusan Ver st e
(Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018)

®Muhamad Kholio, HAVerzet

terhadap Pudrusan Ver st ek
780/ Pdt. G/ 2006/ PA.Smn), 0 (Skr

i psi, Yogyakarta, Ul
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3. Skripsi oleh Nurhikmah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang yang megangk at judul : APandangan
Putusan Damai atas Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No.
1455/ Pdt. G/ 2013/ PA.Jbg) . 0

Skripsi ini mengkaji tentang status perkawinan anpatawan dan
terlawan verzet setelah putusan verstek. Meskipun sebelumnya Majelis
Hakim menjatuhkan putusan verstek pasangan tersebut tetap menjadi
pasangan suami istri karena adanya perlawanan. Selain itu skripsi tersebut
membahas dasar pertimbangan hakdalam mendamaikan perkara
perceraian. Semeata dalam penelitian saymelakukan aalisis terhadap
putusanverstekmengenai faktor terjadinyperlawanarterhadap putusan
verstekdengan pertimbangarakim atas putusawuerstek

4. Skripsi oleh Faizal Antilidari Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar yang mengangkat judul: APut u
Gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone (Analisa Putusan
Perkara No. 229/Pdt.G/2013/PA.WTH).

Skripsi ini mengkaji tentang dasar hukum putus@nstek dan
landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Watampone untuk proses
pembuktian dalam perkara verstek yang merupakan syarat formil dari
pembuktian tersebut. Kemudian dalam skripsi ini juga menganalisa
tentang ketidakhadiran tergugat dalam pergdan juga menjelaskan
tentang tergugat telah melepaskan haknya yang dianggap tidak adil oleh

penggugat atas gugatannya.

YNurhi kmah, fdPandangan Hakim tentang Putusan Dar
Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No:
1455/RIt . G/ 2013/ PA.Jbg), 0 (Skripsi, Malang, UIN Maul
8 Faizal Antili, iPut usan Verstek dalam Perkara Cerai Gugze
Watampone (Analisa Putusan Perkara No. 229/Pdt.G/2013/PAWIP) ( Skr i psi , Ma k as s e
AlauddinMakassar, 2015).
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5. Skripsi oleh Dian Aulia dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
yang mengangkat judul : AAnal i sis Put
Karang Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Thk.
Skripsi ini berfokus ke pembahasamengenai kajian dari status
tergugat yang tidak jelas tempat tinggalnya dgbartusan verstekDengan
ketidakhadiran tergugat dipersidangdrergugattidak diketahui lokasi
tempat tinggalnya sedangkan telah ditelusuri atas keterangan dari
penggugat dengan diakukan dua kali sidang tergugdidak juga
menghadiri persidanganmaka hakim memutuskan bahwa tergugat
dinyatakan ghoib atau tidak jelas temfagjgal dari tergugat.

H. Sistematika Pembahasan
Sistematika PembahasaRada Bab | Pendahuluan berisi beberapa

substansi bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah,
definisi operasional dan ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat panelan
tinjauan pustaka. Pada Bab Il Landasan Tegeiatikan berisi tentang tedgori
dari ahli dan teori yang mendukung atau terkait dengan pembahasan penelitian ini.
Pada Bab Il Metode Penelitian dijelaskan berisi tentang tempat dan waktu
peneliten, rancangan penelitian, sumber data, dan teknik analisa data. Pada Bab
IV Hasil Penelitian delaskan berisi tentang hasiasil dari penelitian yang akan
dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Pada Bab V
Penutup dijelaskan berientang kesimpulan dan saran.

¥ Di an Aul i a, fiAnal i sis Put usan Pengadil an /

1272/ Pdt. G/ 2017/ PA. TnK, 0 (Skripsi, Lampung, I Al N
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BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.
Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai peda@iakuan dan
adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai
wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat
menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa
dijawab secara normatibukan sosiologf’

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek Afsehar
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan-ndomaa
adalah produk dan aksi masia yang deliberatif. Undadgndang yang berisi
aturanaturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Atataran itu majadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.
Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian
hukum?

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan
diundangkan smara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam
artian tidak menimbulkan keragaguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam
artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak
berbenturan atau menimbulkan konflik norma.p&stian hukum menunjuk
kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang
pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keakiamataan yang sifatnya

subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

2 Dominikus RatoFilsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Huk(¥ogyakarta:
LaksbangPressindo, 2010), 59.
1 peter Mahamud MarzukPengantar llmu Hukum(Jakarta: Kencana, 2008), 158.
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secara dctual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau
adil bukan sekedar hukum yang bufdk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apayang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang
boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara teqhaetividu®

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi
keadilan. Normanorma yang memajukan keadilan harus sungguigguh
berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan
kepastian hukum merupakan bagtmgian yang tetap dari hukum. Beliau
berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian
hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum
positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukumnitiinyang
ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagi&hn.

. Kewenangan Mengadili

Hukum Acara Perdata di Indonesia mengenal 2 (dua) macam kekuasaan
mengadili yang disebut yurisdiksjufisdiction) atau kompetensi/kewenangan
mengadili, yaitu pengadilagang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai
dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundshengan.

Tujuan utama membahas kekuasaan/kewenangan mengadili adalah untuk
memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat
bervenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan
penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Ada 2 (dua) macam kewenangan
yaitu kewenangan mutlalaljsolutecompetentipdan kewenangan relatifelative

competentig

22 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Marahits
Istilah Hukum (Jakarta: 2009), 385.

% Riduan SyahranRangkumanritisari llmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.
24 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiolpdifkarta: Toko
Gunung Agung, 2002), 95.
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Kewenangan mtlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan absolut
untuk mengadili. Misalnya masalah perceraian bagi ppiaék yang beragama
Islam, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undatreng Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan, maka kewenangan mengsaiiebut ada pada
Pengadilan Agama. Contoh lain mengenai masalah sewa menyewapiutzmg,
jual-beli, gadai, hipotek adalah berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri
(APNO) .

Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili
berdasarkan wilayalantara pengadilan yang serupa. Misalnya masalah -utang
piutang diajukan oleh penggugat pada PN Jakarta Selatan, karena salah satu
tempat kediaman tergugat ada di Jakarta Selatan, walaupun penggugat dapat juga
mengajukan gugatan pada PN Tangerang karenagardainnya berdomisili di
Tangerang. Adapun asas yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat
tinggal tergugat atau disebattor sequitur forum reiTujuannya adalah agar
gugatan diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau
daeah hukum tempat tinggal tergugat.

Asas ini dideduksikan dari Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, yaitu:

1. Gugatan diajukan pada PN tepat kediaman tergugat, apabila tidak
diketahui tempat kediaman tergugat, maka diajukan pada tempat
tinggal tergugat sebelumnya.

2. Jika tergugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal di
dalam wilayah satu PN, gugatan diajukan pada PN yang berada di
wilayah salah satu diantara para tergugat, menurut pilihan
penggugat.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atagetaalseseorang
atau badan hukum yang akan mengajukan gugatan perdata haruslah mencermati
dan mengetahui kemana dirinya harus mengajukan gugatan tersebut agar gugatan

dapat diperiksa oleh pengadilan yang berwerfang.

] van Ari, fAPerihal Kekuasaan Mut | alSesdomang Kekuasa
Sebelum Mengaj ukan Gu g at aacaraperdMacodm, 86 MBrete2R12,r oni k,
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C. Kekuasaan Kehakiman
Indonesia sebagdlegara hukum sebagaimana ketentuan IPagsyat 3
UUD 1945, maka setiap tindakan baik pemerintah maupun rakyatnya harus
mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum
tertulis maupun hukum tidak tertufi$ Adapun ciri khas ngara hukum sebagai
berikut:

a. Adanya pengakuan dan perlindungan -hak asasi manusia,yang
mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi
dan kebudayaan.

b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh
suatu kekuasaatau kekuatan apapun.

c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Salah satu prinsip negara hukum adalah diakuinya peradilan dalam
perundangundangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan
kekuasaan kehakiman, undamgdang yang mengatutentang kekuasaan
kehakiman adalah Undanmdang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman sebagaimana dalam Padal menyebutkan bahwa kekuasaan
kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakan hukum dan keawil berdasarkan pancasila demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indorfésia.

Ketentuan Pasal 18 Undamgdang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agbegerta badabadan
peradilan dibawahnya dan olskebuah mahkamah konstitusi. Adapun peradilan
dibawah mahkamah agung meliputi peradilan dalam lingkungan: badan peradilan

umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata

https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/peiibkliasaammutlak-dankekuasaamelatif-
yangharusdiketahuiseseorangebeluramengajukargugatan

% Amran Suadi Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indone@epok: PT RajaGrafindo
Persada, 2014), 62

2" Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan(Judical Prudence)
Termasuk Interperpensi Undattiéndang (Legisprudencejakarta: Kencana, 2017), 135.



https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/perihal-kekuasaan-mutlak-dan-kekuasaan-relatif-yang-harus-diketahui-seseorang-sebelum-mengajukan-gugatan
https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/perihal-kekuasaan-mutlak-dan-kekuasaan-relatif-yang-harus-diketahui-seseorang-sebelum-mengajukan-gugatan
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usaha egara. Dengaitugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Keinginan para pencari keadilan supaya perkara yang diajlkan
pengadilan dapat diputus oleh hakim yang professional sehinnga putusan
putusannya yang mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat Negara yang
melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum.

Hakim dalam perka perdata bersifat pasif yaitu ruang lingkup sengketa
yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para
pihak yang berperkara, tetapi hakim harus aktif membantu kedua belah pihak
dalam mencari kebenaran dari peristiwva hukumgymenjadi sengketa diantara
para pihak. Hakim dalam penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sist
pembuktian positif fostive wettdjke) yaitu dimana pihak yang mengaku
mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya,
dengan berdasarkan buhtikti formil, sebagaimana ketentuan edédt bukti
terdapat dalam hukum acara perdita.

Defenisi yang disebutkan dalam UndaingUndang yang dimaksud
kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk
menyelenggarakanepadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
pancasila dan UUD NRI 1948 Pengertian kekuasaan Negara yang merdeka,
dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan
dan kekuasaan perundangdangan mmpunyai kekuasaan yamgbas.Dengan
kata lain bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Bebas yang dimaksud dalam
pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan
dengan sebebdmebasnya tanpa ramipambu pengawasan, oleh karena itu dalam
aspek bergara dalam pengadilan dikenal adanya asa umum untuk berperkara

yang baik ¢general principles of proper justitedan peraturaperaturan yang

8 Sudikno MertokusumoHukum Acara Perdata Indonesigrogyakarta: Liberty, 2009),0-11.
#|ihat Ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman
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bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka lgiamam diajukannya
upaya hukum.

Dengan demikian dalam sigte hukum nasional yang berlaku,
penyelesaian hukum dateperkara individual konkret hga ada pada satu tangan
yaitu pada kekuasaan kehakiman. Hal demikian berlaku tidak saja untuk perkara
perkara konkret yang berkaitan dengan persengketaan hukum vygauty der
antara sesama wga negara, tetapi juga berlaku untuk perkzaekara yang
menyangkut sengketa antara warga negara dan pemefintah.

Jadi dalam pelaksanaannygenegakan prinsip kebebasan adal
kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang paitarsesuai dengan
pancasila, UUD NRI 1945 serta hukum yang berlaku. Kemerdekaan, kebebasan
atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat
fundamental bagi Negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan
negara demokrasi. Apila kekuasaan kehakiman dalam suatu Negara telah
berada di bawah Negara tersebut tidak menjunjung tinggi pqimsigp Negara

hukum dan demokradt.

. Putusan Verstek
1. PengertiarVerstek
Putusan verstek vyaitu putusan yang dijatuhkan karena

tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan pada hal sudah dipanggil
secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadrstek adalah
pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara
harus dating.Menurut Yahya Harahap pengertiamitygsan verstek tidak
pernah terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas
perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim
menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tefgugat.

% Sunaryati HartonoApakah The Rule of Law Itu@Bandung, Alumni, 1982), 45.

1 Imam Anshori SaletKonsep Pengawasan KehakiméMalang Setara Pres014), 131

%2 Retno Wulan Sutanti dan Iskandar Oeripkartawinbiiakum Acara Perdata dalam Teori dan
Praktek (Bandung: Mandar Maju, 2009), 25.
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Istilah verstek dalam kamus hukum ialah sebagai terjemahan dari
verstek proceduredanverstek vonniyang diberi istilah putusan tanpa hadir
atau putusan diluar hadir tergugat atau penggugat. Sedangkan menurut
Soepomo menyebut vearstel didam pihak, Subekthtatapi r 0 (
mempergunakan istilah aslinya perstek bukan verstek. Sedangkan sistem
common | aw member.i istilah odefaul't p
dengan verstek procedure, yaitu acara luar hadir, dan untuk vecsteisa
(putusan tapa hadir) disebut default judgement. Istilah yang dipergunakan
dalam khazanah terminologi hukum di Indonesia penulisan dan praktek
peradilan sudah baku dipergunakan kata verstek. Dengan demikian putusan
verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergaigat termohon tidak
hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan gatut.

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa putwsaistek
adalah putusan yang oleh hakim dinyatakaerstek dikarenakan
tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan sedangkan sudah dipanggil
secara sah dan patut.

2. Dasar Hukum Putusaverstek

Pada pasal 149 ayat (1) R. Bg. meye|
yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipuatsdiganggil dengan
sepautnya, dan juga tidak mengirirak wakilnya, maka gugatan dikabulkan
tanpa kehadirannyadrstelk kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama
it u, bahwa gugatannya tidak mempunyai
Dengan dasar ini jelas bahwa bila tergugat/termohon pada hari yang telah
ditetapkan tidak hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi
la tidak hadir dan tidak pula mengirimkamakilnya, maka hakim dapat
menyelesaikan perkara tersebut dengautusanverstek Hal ini dapat
dikecualikan apabila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatan tidak

mempunyai dasar hukum atau alasan, meskipun tergugat/termohon tidak

%3 M. Yahya HarahapHukum Acara PerdatdJakarta: Sinar Grafika, 2006), 381.
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hadir, maka hakim dapat menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat
dikabulkan>*
3. Syarat Djatuhkan PutusaWerstek
Dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah di
antara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa, mendengarkan dengan
teliti para pihakpihak yang berselisih. Itulah sebabnya pHpdkak pada
prinsipnya harus serauhadir di muka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka
di dalam HIR diperkenankan memanggil yang kedua kali dalam sidang
perama, sebelum ia memutus verstglau digugurkan, karena pikakak
kemungkinan ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab danrkeadtsu
bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum cara
cara pemanggilan sidang diatur kongkrit, sehingga jika terjadi penyimpangan
dari prinsip, perkara tetap diselesaikan.
Ada beberapa syarat dijatuhkan putusanstekoleh hakim dam
memutuskan perkara, antara lain:
a. Tergugat tidak hadir
Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasanya
sahnya tidak datang menghadap maka perkaranya akan dysusiek
yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat kalah.
b. Tergugat tidak kekratan untuk diceraikan oleh penggugat
Putusanverstekdipengaruhi juga oleh tidak keberatannya pihak
tergugat/termohon, sekalipun ia tidak hadir namun ia tidak keberatan bila
diceraikan oleh penggugat/pemohon. Hal ini dapat dilihat dari pihak yang
tidak hadir, biasanya. Namun ada pula yang mengungkapkan ketidak
beratnya tersebut, dimuat dalam berita acara pengadilan Jurusita Pengganti

yang memanggit’

% Al Mizan, Penetapan Keputusan Verstekdingadilan AgamaGorontalo: IAIN Sultan Amai,
Volume 11, No 1 Juni 2035 92.
% Roihan A. RasyidHukum Acara Peradilan Agam&Jakarta: Rajawali Press, 2016), 106.
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4. Proses Putusavierstek

Dalam proses beracara di pengadilan, para pihak tidak selamanya
hadir dalam prass persidangarsesuai dengan ketentuan hukum acara
perdata. Ketidak hadiran para pihak dapat dilakukan oleh penggugat ataupun
oleh tergugat. Pasal 125 HIR mengatur bahwa jika tergugat tidak datang pada
hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidakoynguh kuasanya sahnya
sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara patut, maka putusan itu
akan diterima dengan putuseerstek

Mengenai kapan dijatuhkannya putusarerstek ini menjadi
perdebatan didalam pabrik. Penerapannya didalam praktik gnbedabeda
seringkali di tafsirkan berlainan. Pada prinsipnya, walaupun tergugat tidak
hadir, suatu persidangan pemeriksaan perkara haruslah berjaféh adil.

Tentang kapan putusaverstekdapat dijatuhkan terdapat pendapat
bahwa putusanverstek harus dijatuhkan pada sidang pertama, yang

mendasarkan pada kétaa tten ddge dienende d i dal am pasal

1

(Pasal 149 R.Bg.) vyang diartikan sebag

ada yang berpendapat bahwa HKata t tan dége dienende dap at pul a

di ar tten Hagendatfzaak dient yang artinya fAhar.i [
saja hari sidang ke satu, akan tetapi juga hari sidang ke dua dan sebagainya.
Lebih lanjut lagi pasal 126 HIR (Pasal 15 R.Bg.) memberi kelonggaran untuk
tergugat dipanggil seli lagi>’

Ketentuan pada pasal 126 HIR memberikan kebebasan kepada hakim,
apabila ia menganggap perlu, apabila pada sidang pertama baik penggugat
dan tergugat kesemuanya atau salah seorang dari mereka tidak datang.
Mengundurkan sidang dan memerintahkamuk memanggil pihak atau
pihakpihak yang tidak datang sekali lagi. Panggilan yang kedua kalinya

dilakukan karena dikhawatirkan pada panggilan pertama tidak sampai kepada

% Ema Rahmawati dan Linda RachmaifyPenj at uhuan Putusan Verstek

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif
di Indonesia, (BandungUniversitas Padjadjaran), Vol 2, No. 2, Jliesember 2016213,
37 Sudikno Mertokusumdiukum Acara PerdateEdisi V, Cet ) (Yogyakarta: Lilerty, 1998), 2.

ni ¢
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yang bersangkutan pribadi. Misalnya dalam panggilan dilakukan melalui
kantor DesaKantor Kecamatan, Kotamadya dan sebagainya.

Pasal 127 HIR menegaskan, bahwa apabila pada sidang yang pertama,
salah seorang tergugat tidak datang. Pula baik menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakilnya maka pemeriksaan perkara ditangguhkan pada
hai persidangan laif®

Dalam ketidakhadirannya tergugat/termohon ke persidangan
menyebabkan proses pemeriksaan perkara berlangsung secara cepat karena
majelis hakim hanyalah mendengarkan pihak penggugat/pemohon dan
mendengarkan keterangketerangan dari saksaksi yang dihadirkan oleh
pihak penggugat/pemohon. Secara normal sidang perceraian memerlukan
empat sampai lima kali sidang, namun dalam perkara yang diputus secara
verstekhanya dengan dua kali sidang.

Salah satu prinsip yang harus dipedomani olehgaditan adalah
proses beracara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip tersebut juga
berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, termasuk dalam perkara
perceraian. Dalam praktik putusaerstekdalam perkara perceraian, pada
umumnya hanyalah memerlukdoa kali sidang. Hal ini sepintas sesuai dan

mencerminkan asas cepat, sederhana dan biaya fihgan.

E. PutusanPengadilan
Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Untkraang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradil an Agama me n j
keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.
Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan latiasuatu pernyataan yang diberikan

oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan

% Retnowulan Suyantio dan Iskandar Oeripkartawirtdt&um Acara Perdata dalam Teori dan
Praktek (Bandung: Mandar MAju, 1997), 280.

¥ Eka S u s yPutusam tVerstek Hada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Pamekasad , ( P a mekdladn Jiaggi Agadalslam Negeri Pamekasan), Vol. 8, No. 1, 2011,
144.
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diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang beffSerkara
Salangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Gemala Dewi,
adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan
oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan
(Agama) sebagai hasil dari suatu m@eiksaan perkara gugatan berdasarkan
adanya suatu sengketa.3 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian
putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh Majelis
Hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sedigkdtaa
para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuktimum
Pengadilan memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah yang diajukan
oleh masyarakat, dan sebagai pemutus hasil adalah hakim dengan dikeluarkannya
putusan atas gugatanaat sengketa maupun penetapan atas permohonan.
Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan vonnis (Belandapagad al 6 u
(Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang
bersengketa atau saling berlawanan dalam suatu perkara, yiang i ini
disebut penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan
dengan fAproduk penga®ilan yang sesungguh
Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila
pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karenatgabga melakukan
musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan
dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal
121 HIR, Pasal 113 Rv, yang diikuti dengan replik dari penggugat berdasarkan
Pasal115 Rv, maupun duplik tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap
pembuktian konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis

menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau

4% Sudikno Mertokusumdiukum Acara Brdata Indonesia(Yogyakarta Liberty, 2009, 203.

“! Gemala DewiHukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesi&akarta: Kencana, 2005),

148.

“Andi Intan Cahyani, fPeradilan AgamaluBa&bagai Pe
Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam6, no. 1 (2019): 106,
https://doi.org/10.24252/@ adau. v6i 1. 9483. 0
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pengucapan putusan. Mendahulengucapan putusan itulah tahap musyawarah

bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak

yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada

uraian ini adalah putusan peradilan tingkattpma dn memangujuan akhir

proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, diambilnya suatu putusan oleh

hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan

itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan

objek yangdisengketakaft®

NRSegala penetapan atau putusan
alasan dan dasaasar putusan, serta mencantumkan paessdhl
peraturan perundangndangan tertentu yang berhubungan dengan
perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidakuliser
yurisprudensi atau doktrin hukum. Jadi hakim diperintah oleh uadang
undang untuk menggali, menemukan hukum, mengikuti dan
memahami nilan i | ai hukum yang hi dup
(Undangundang Nomor 35 Tahun 1999 jo Nomor 4 Tahun 2004 jo
Pasall7&ayat (1) HIR). o0

| ndr a Aralisis Putusafi Mengenai Perkara Pefaih Perwalian Dari Wali Nasab Kepada
Wali Hakim Karena WaliAdhal6 Skri psi, (Makassar: Universitas F

2014). 42

pen

dal



25

BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah caktarja untuk menjadikan objek sebagai suatu
susunan pengetahuan dan menjadi pedoman dalam mempelajari serta memahami
gejalagejala yang akan diteliti. Tujuan penelitian hukum menurut Soerjono
Soekanto, sebagai berikut:

1. Memahami tentang gejala hukum di lkugppgan masyarakat serta penulis
diharapkan mampu merumuskan masalah dengan tujuan mendapatkan
pengetahuan lebih mendalam terkait gejala hukum tersebut dengan tujuan
dapat mermuskan hipotesa.

2. Bertujuan untuk mengembangkan aspskek hukum dalam suatu
keadhan secara lengkap, baik pakii pribadi maupun kelompok.

3. Bertujuan untuk mengumpulkan keterangan mengenai suatu peristiwa
hukum, mengumpulkan data terkait hubungan suatu gejala hukum dengan
gejala sosial lainnya yang Banya berlandaskan hipotesa.

4. Bertyuan untuk menilai hipotesa yangemuatkan hubungan sebab
akibat**

Secara umum tujuan penelitian hukum tidak jauh berbeda dengan tujuan
beberapan penelitian ilmu sosial lainnya.

B. JenisPeneltian

Jenis penelitianmenggunakan jenis penelitian kepustakadhrapry
research dengan metode penelitian kualitatierielitian kualitatif dapat diartikan
sebagai penelitian yang menghasilkanaddéeskriptif mengenai kateata lisan
maupun tulisan dan tingkah lakgang dapat diamati dari oramgang yang
diteliti.*> Penelitian kepustakaan yang diterapkan berfokus untuk mengkaji dan

mengamati sumber data yang ada dalam hal ini berdasar pada perumusan masalah

4 |shag,Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Dis¢Rasidung: CV
AlfaBeta, 2017), 25.

“5 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, Dan, R&[Bandung: Alfabeta, 2013),
2455,
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yaitu proses berperkara dalam sistem penyelesaian perkara gugataamaesis
putusan verstek perkara perceraiarNomor 12/Pdt.G2021/PA.Mdo. Dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif maka, peneliti bisa mengetahui dan
memberikan gambaran yang jelas seperti yang dimaksud dalam permasalahan,
yaitu berkenaan dengan analisis yuridis d&edp putusan verstek perkara
perceraiarPengadilan Agama Manaddomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo
. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian inipenelit menggunakan metode pendekataormatif
yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana suatu
aturan/hukurberlaku secara efekif. Perelitian ini bersifat studkepustakaan
dalam hal ini peneliti membatasi pada kasus perkara yang péadlis Metode
pendekatannormatif adalah suatu prosedur untuk memieérodata yang
didasarkan secaraormatif yang merugaan sumbesumber hukum primer,
hukum tertulis, bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah
penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dan
pendekatan kasus. Dalam suatu penelitian hukum yang menggunakan jenis
pend&atan penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan yang digunakan
termasuk pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Renlekat pada
penelitian normatif guna untuk mengkaji lebih dalam penerapan suatu norma
hukum yang diberlakukan pada hukuusitif pada suatu praktik dan putusan
pengadilan, serta menelaah kasus yang berkaitan langsung dengan gejala sosial
yang dihadapi yang dalam hal ini telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan
perbandingan ialah suatu pendekatan penelitian yang digunalam planelitian
normatif dengan cara membandingkan suatu sistem hukum dari satu lembaga
hukum dengan sistem hukum yang berl&ku.
. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari objek penelitian secara

langsung untuk memudahkan dalam mengidentifikasi sumber data yang dalam

“6 Suratman dan H. Philips DillaMetode Penelitian HukungBandung: Alfabeta, 2013), 106.
47 Johnny IbrahimTeori Dan Metodologi Penelitian Hukum Norma¢¥alang:Bayumedia
Publishing, 2016)30.
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penelitian ini objek dari penelitian ddh dokumen PutusaRengaian Agama
Manado Nomor 12/Pdt/BA.Mdo. Dalamsuatu literatur hukum, sumber data
pada penelitian hukum normatif disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum
ialah segala alat atau bahan yang memungkinkan untuk digunakan yang tujuannya
untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam suatu objek pen&lisamber
data yang digunakan dalam pengumpulan data adalalnder Data Sekunder
yaitu datadata yang diperoleh dari bahan @kst, dengan cara mencari ddta,
keterangan, informasi yang relevan dengan konsep penelitian serta mengkaji
literatur lainnyayang berhubungan dengan permasalatiaBahan hukum yang
dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas
1. Bahan hukum primer, yaitu bahdmahan hukum menggt berupa
peraturan perundangndangan dan yang mengatur masalah putusan
verstek Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer
adalah Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor
12/Pdt.G/2021/PA.MddKUHPerdata dan KUHAPerdata
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengbaai ba
hukum primer seperti bukibuku yangberkaitan dengan penelitian,
jurnal/makalah, artikel dan sebagainyaal@m penelitian ini menjadi
pelengkap sumber data primer yang cara pengummyaadiperoleh
dari beberapa buku, jush dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini
yang menjadi bahan hukusekunder adalah buku, jurn&ompilasi
Hukum Islam teori hukum
3. Bahanhukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
seperti: Kamus Bahasa Inggris/Indonesia, Kamus Hukum dan &amu
Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

“8 |shag,Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disgasidung: CV

AlfaBeta, 2017)68.

“9Zaki Mahmud, f@Analisis Yuridis Verzet terhadap
Pengadil an Neger. S| eman (Anali si s Putusan Ver
(Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018), 20.
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Pengumpulan data yang digunakan dalam penglampdata adalah

Observasi dan 6kumentasi, sebagai berikut:

1. Obsewasi berarti suatu perbuatan mengumpulkan data dengan mengamati
suatu objek yang menjadi tujugenelitian secara langsung. Dalam penelitian
ini observasi dilakukan untuk mengumpulkan data utama dari penelitian yaitu
Putusan Pengddn Agama Manado Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo tentang
cerai gugat dengan putusaerstekuntuk dipahami kemudian ditelitebih
lanjut.

2. Dokumentasr? yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan
menelusuri dan mempelajamtd primer, baik dari dokumedokumen, berkas
perkara berupa pertimbangan hakim putusarstekdi Pengadan Agama
Manado. Disamping itudilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap
berbagai tulisan yang berkaitan dengmarusanverstekdalam aspek hukum
untuk mempertajam analisis tedag putusan pengadilan tersebut

. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan lanjutan apabila semuaelataterkumpul.
Setelah terkumpul data yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun bahan
hukum sekunder dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis dengan
metode kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dengan menjelaskan data secara
jelas, teatur, rinci, logis, efektif untuk diolah dan diinterpretasi sehingga mudah
dipahami pembac#. Dalam skripsi ini penulismenggunkan analisis data
induktif yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data khusus yang
mempunyai unsdunsur persamaan untulliambil satu kesimpulan umum.
Metode ini digunakan untuk memahami permasalahan yang bersifat kasuistik
yang terjadi di lapangan secara khusus, berupa pertimbaegémbangan hakim
yang kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan uffum.

*0 Suharsimi ArikuntoProsedur Penelitian Suatu Pendekatdfakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.
*|shaq,Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disé¢Basidung: CV
AlfaBeta, 2017)69-70.

*2 Suharsimi ArikuntoProsedur Penelitian Suatu PendekatéiakartaRineka Cipta, 1993), 205.
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Analisis dilakuka dengan melakukan telaah terhadap k&sissis yang
berkaitan dengan isu yang dihadapi yeng telah menjadi putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu: Putusan Pengadilan Agama
Manado Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo.

Dengan hal ini peulis berusalh menganalisa proses sistem penyelesaian
perkaradengan putusamerstekdan hasil Putusan Pengad Agama Manado
Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo tentang cerai gu@slainmenggunakan analisis
induktif penulis juga menggunakan data analisis isi, yaitu penelitian yang bersifat

pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang diteliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyelesaian Perkara Verstek dalam  Putusan  No.
12/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Pada rumusan masalah yang pertama membahas tentang penyelesaian
perkara perceraian dalam putusaerstek yaitu prosedur berperkara dari

penerimaan, proses sidang, hingga putusan perkara gugatan di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Manado memiliki Stan@gerasional Prosedur (SOP)
penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Manado. Berikut adalah proses

penerimaan, proses sidang, hingga putusan perkara gugatan:

a. Prosedur Penerimaan Permohonan Cerai

1) Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan
kelengkapan surat permohonan serta beberapa dokumen yang
diperlukan.

2) Menerima dan memeriksa kelengkapan surat Permohonan.

3) Mengentry indentitas pihak / para pihak, posita, petitum
permohonan dalam aplikasi SIPP, menaksir dan membuat SKUM
panjar biaya perkaranemberi petunjuk kepada Pemohon untuk
menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM
melalui Bank yang ditunjuk.

4) Menerima bukti setor Bank dan berkas surat permohonan dari
pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku
jurnal, membe nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM,
menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM,
mencatat dalam register induk perkara gugatan, reatrg panjar
biaya perkara tersebut dalam SIPP.

5) Menerima kembali surat permohonan dan SKUM yang teladrid

nomor perkara.
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b. Prosedur Registrasi Berkas Perkara Permohonan Cerai Gugat Pada

Pengadilan Tingkat Pertama

1) Menerima berkas perkara dari Panitera.

2) Menerima surat permohonan disertai SKUM yang telah diberi
nomor dari Kasir untuk dicatat pada butegister perkara.

3) Memberi nomor perkara pada lembar surat permohonan sesuai
Nomor SKUM, mencatat berkas perkara pada buku induk register
perkara gugatan.

4) Memasukan surat permohonan /, dokumen terkait dalam map
berkas perkara dan instrumen yang dibutuhkariasmemberi
nomor, nama para pihak pada sampul map berkas.

5) Mencatat berkas perkara pada buku ekspedisi dan menyerahkan
kepada Panitera.

6) Menerima berkas permohonan dan menandatanginya pada buku
ekspedisi yang selanjutnya berkas perkara disampaikan kepada
Ketua PA/ MSy untuk ditetapkan PM#.

c. Prosedur Sidang Perdamaian

1) Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum,
lalu memerintahkan Panitera Pengganti untakmanggil para
pihak berperkaraesuadengan nomor urut antrian sidang.

2) Mencocokan identitas masingnasirg atas pertanyaan Ketua
Majelis dan berdasarkan surat permohonan.

3) Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan
perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak
berhasil, maka menjelaskan tentang kewajiban dawsepur

mediasi, menunjukkan daftar mediator kepada para pihak,

3 pengadilan Agama Manad&tandar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara
Pengadilan Agama Manado, Paper Knowledge . Toward a Media History of Docu(fukamiado:
Pengadilan Agama Manado, 2021), 268.
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menawarkan kepada para pihak untuk memilih dan menyepakati
mediator.

4) Tetap dengan keinginan masin@sing pihak, menyerahkan
mediator kepada Ketua Majelis untuk ditunjuak dan ditetapkan.

5) Menerima keinganan para pihak untuk menunjuk mediator Hakim,
membuat penetapan mediator dan menandatanganinya,
mengarahkan para untuk menghadap ke Mediator, dan
memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan hasil mediasi
kepada Majelis Hakim di persidangamygaakan datang.

6) Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal
berkaitan perdamaian dalam persidangan dan memerintahkan
untuk membuat BAS, memerintahkan untuk memberikan
penetapan mediator kepada mediator yang telah ditunjuk,
mengumumkan tahapaidang berikutnya, mengumumkan tahapan
sidang berikutnya dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.

7) Menerima perintah mencatat, membuat BAS dan untuk
memberikan penetapan mawr pada Hakim yang ditunjuk.
Membuat berita acara sidang menggunakan aplgd&s>*

d. Pelaksanaan Mediasi

1) Menyerahkan Penunjukkan Penetapan Mediator (PPM) pada
Mediator yang ditanda tangani Ketua Majelis.

2) Menerima Penetapan Mediator dari Ketua Majelis.

3) Membuatdan menerim&esepakatan jadwal pelaksanaan mediasi
dan membempenjelasan mekanisme mediasi kepada para pihak;

4) Meminta dan membuatresume dari masinmasing pihak atas
masalah yg disengketakan dan diserahkan pada jadwal mediasi

yang disepakati.

* pengadilan Agama Manad&tandar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara
Pengadilan Agama Manada84-285.
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5) Menerima resume para pihak, membahas masiagjng usulan
bersama para pak, memberikan opsi lain untuk meminimalisir
perbedaan kepada pra pihak,

6) Mengadakan kaukus (jika dipandang perlu) setelah ada
kesepakatan.

7) Mengadakan pertemuan dengan masnasing (dalam kaukus)
dan Menyampaikan hdlal yang dianggap penting kepada
Mediator.

8) Menerima hahal yang dianggap penting oleh para Pihak.

9) Merumuskan hasil kaukus dengan para pihak.

10)Menerimarumusan dengan mediatdan rekomendasi dari masing
masing pihak.

11)Merumuskan perdamaian jika sepakat, menunda pertemuan jika
ada kemungkian masingmasing mengajukan usulan baru.

12)Menyampaikan mempelajari draft kesepakatandan memberi
masukan atas draft.

13)Menandatangani kesepakatan dalam akta perdamaian.

14)Membuat laporan pada Ketua Majelis hasil mediasi berhasil, tidak
berhasil, gagal atau t#f layak dimediasikan. melalui Panitera
Pengganti.

15)Menerima berkas perkara dan laporan mediasi dari mediator untuk
dilaporkan pada KM?

Dalam prosedur pelaksanaan mediasi diatasaka terdapat
beberapa kemungkinan yang akan terjadperti:
a) Salah satu dari pihak tidak menghadiri persidangan, sehingga
mediasi tidak bisa untuk dilaksanakan, oleh karenanya, hakim

dapat memutus perkara secaegastek

5 pengadilan Agama Manad&tandar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara
Pengadilan Agama Manadag87-288.
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b) Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat (mereka
tidak jadi bercerai), maka pencabnt perkara dengan produk
hakim berupa Penetapan.

c) Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat
yang hasil perdamaiannya mereka akan bercerai secarbadlaik
Ini berarti mediasi gagal dan persidangan pemeriksaan perkara

dilanjutkanpada pemerikean pokok perkar¥.

e. Prosedur Sidang Pembacaan Gugatan

1) Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untukmyum
lalu memerintahkan PaniteRanitera Pengganti untukemanggil
para pihak berperkasesuai dengan nomor urut antrian sidang.

2) Memberikan penjelasan seperlunya mengenai Gugatan Penggugat,
menyatakan sidantgrtutup untuk umum, kemudian meneruskan
agenda persidangan berupa berupa Pembacaan surat Gugatan,
menanyakan kepada Penggugat apakah ada perubahan dalam surat
Gugatan, menanyak beberapa hal yang tercantum dalam surat
Gugatan yang perlu penjelasan lebih lanjut.

3) Memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan
surat Gugatan, baik menyangkut penjelasan tambahan atau
perubahan surat Gugatan.

4) Menerima tanggapgativaban Peggugat atas pertanyaan berkaitan
surat Gugatan Penggugat.

5) Memerintahkan Panite@anitera Pengganti untuk mencatat segala
hal berkaitan surat Gugatan dalam BAS dan membuat BAS,
mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang

selesai dan ditup.

f. Prosedur Sidang Jawaban Permohonan

®Febri Handayani dan Syafliwar, Al mplementasi Mec
di P e n g a d i JuraahAlHingagaimla rio., 2 (Oktober 2017): 24242,
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1) Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untukmyum
lalu memerintahkan PaniteRanitera Pengganti untukemanggil
para pihak berperkasesuai dengan nomor urut antrian sidang.

2) Menasehati para pihak berperkarantuk mau melakukan
perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak
berhasil, menyatakan sidangrtutup untuk umum, kemudian
melanjutkan agenda persidangan vyaitu Jawaban Permohonan,
menanyakan kesiapan Tergugat untuk menjawab.

3) (Tergugal memberikan jawaban atas surat Permohonan dari
Pemohon (Lisan atau Tertulis sekurdagangnya 4 rangkap)

4) Menerima jawaban Tergugat (Lis@eftulis sekurandgiurangnya 4
rangkap).

5) Menyatakan sidang terbuka untuk umum dan mengumumkan
tahapan sidang berikutny@an menyatkan sidang selesai dan
ditutup>’

Dalam segala perkara tergugat berhak untuk memasukkan tuntutan
melawan, berdasarkan Pasal 132 ayatléh)ayat (2) HIR, kecuali:

a) Apabila penggugat dalam tuntutan asalnya mengenai sifat, sedang
tuntutan melawaitu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya;

b) Apabila pengadilan negeri kepada siapa tuntutan asal itu
dimasukkan, tidak berhak, oleh karena berhubung dengan pokok
perselisihan, memeriksa tuntutan melawan;

c) Apabila dalam perkara perselisihan tentang memkala
keputusan;

d) Apabila dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimasukkan
tuntutan melawan, maka dalam banding tidak boleh mengajukan

tuntutan itu lagf®

" pengadilan Agama Manad&tandar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaiamk&a
Pengadian Agama Manadd95.
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g. Prosedur Sidang Pembuktian Penggugat

1) Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untukmyum
lalu memerintahkan PanitédRanitera Pengganti untukemanggil
para pihak berperkasesuai dengan nomor urut antrian sidang.

2) Menyatakan sidantertutupuntuk umum, kemudian mengingatkan
mengenai agenda persidangan yang akan dilaksanakan.
Menanyakan mengenai $apan alat bukti Penggugat dan
memerintahkan untuk menyampaikan alat bukti (tertulis, saksi, dan
alat bukti lain).

3) Menjawab dan mnerima alat bukti tertulis yang disampaikan
Penggugat, mencocokan dengan aslinya dan mengembalikan
setelah dicocokkan, selanjutnya memberi tanda bukti P (P.1, P.2
dst).

4) Memperlihatkan alat bukti Penggugat kepada Tergugat (pihak
lawan)

5) Melihat dan renerimatanggaparklarifikasi alat bukti Penggugat
dari Tergugat.

6) Memanggil sakspara saksi masuk ruang sigadan Melaporkan
kesiapan saksintuk diambil identitas dadisumpahsesuai dengan
agama saksi.

7) Memberi kesempatan kepada anggota Majelis untuk bertanya
kepada aksi/para saksmmengenai hahal yang berkaitan dengan
Gugatan Penggugat.

8) Memberikan kesempatan untuk menerangkanhbhlyang tidak
ditanyakan namun berkaitan dengan Gugatan Penggugat.

9) Menerima keterangan sakmta saksi dan menyerahkan kembali

prosesi prsidangan kepada Ketua Majelisntuk nemberi

®Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati, APenerapan REe
dal am perkara perceraiadu(fhal ak) mdia P adi IDed J A
(September 2017): 304.
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kesempatan kepada Tergugat bertanya kepada saksi melalui Ketua
Majelis Hakim.

10)Menyatakan sidang terbuka untuk umum dan mengumumkan
tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan

ditutup.

h. Prosedur Sidang Kesimpulan

1) Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untukmumu
lalu memerintahkan PaniteRanitera Pengganti untukemanggil
para pihak berperkasesuai dengan nomor urut antrian sidang.

2) Menyatakan sidang tertutup untuk umutamudian mengingatkan
agenda persidangan yang akan dilaksanakan. Menanyakan kepada
Penggugat dan Tergugat tentang kesimpulan terhadap perkara yang
diajukan.

3) Mengajukandan menerimakesimpulan mengenai p&ra yang
diajukan secara Lisan/Tertuligang disampikan Penggugat dan
Tergugat.

4) Menyatakan sidang terbuka untuk umum dan mengumumkan
tahapan sidang berikutnya, dan mengah sidang selesai dan
ditutup.®

i. Prosedur Sidang Pembacaan Putusan Majelis Hakim
1) Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untukmym
lalu memerintahkan PaniteRanitera Pengganti untuk memanggil
para pihak berperkara sesuai dengan nomor urut antrian sidang.
2) Menyatakan sidanterbukauntuk umum, Menanyakan mengenai
perdamaian diantara para pihak berperkara, bila tetap tidak ada
percamaian, kemudian mengingatkan mengenai agenda pembacaan

putusan

% pengadilan Agama Manad&andar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara
Pengadilan Agama Manad8:10.
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3) Menjawabdan menerima jawabdrerkenaan dengan ada tidaknya
perdamaian Penggugat dengan Tergugat

4) Majelis membacakan Putusan, lalu menjelaskan kepada para Pihak
beberapa hal yang berkaitan denchakhak para pihak terhadap
Putusan tersebut, kemudian Putusan langsung ditandatangani oleh
Majelis Hakim dan Panitera/ Panitera Pengganti.

5) Menyatakan sidang selesai dan dituttp

Penyelesaian gugatamiperlukan beberapa persyaratan yang
diajukan terlebih dahulu sebagaimana yang tercantum dalam Standar
Operasional Prosedur di Pengadilan Agama diatas, yaitu:

a) Membuat surat gugatan/surat permohonan, KTP, Akta
Nikah/buku nikah asli/duplikat difotocopi desmg materai rp.
6000,00. Jika PNS/TNPOLRI wuntuk melampirkan surat
rekomendasinya, surat keterangan perginya tergugat dari desa
karena tidak diketahui alamatnya.

b) Melunasi biaya panjar perkara, bagi pihak yang menggunakan
kuasa hukum maka harus melampirlamat kuasa khusus dan
fotocopi kartu advokatyang masih berlaku. Setelah semua
lengkap maka bisa diserahkan dimeja pendaftaran.

c) Pendaftar membayar biaya perkara dan kembali membawa bukti
pembayaran (kwitansi) setelah itu pendaftar memperoleh 1
eksemplar grat gugatan yang telah diberi nomor register perkara
dan tanggal pendaftaran.

d) Setelahperkara diterima maka dari pihak pengadilan mengadakan
panggilan ditempat kediaman tergugat untuk diadakan sidang
pertama. Untuk persidangan, jika kedua belah pihak dari
penggugat dan tergugat hadir maka kedua belah pihak tersebut
untuk melakukan mediasi (damai) hal ini di pengadilan dilakukan

% pengadilan Agama Manad&tandar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara
Pengadilan Agama Manad@827.
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oleh mediator. Dalam mediasi tidak sepenuhnya berjalan dengan
baik dikarenakan kasus yang ditangani banyak dan membutuhkan
waktu yang banyak sehingga seorang mediator hanya berusaha
semampunya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan
kebanyakan yang terjadi mediasi gagal lanjut kepersidangan
selanjutnya.

Jika salah satu pihak tidak hadir maka sidang ditunda untuk
memanggil pihak yangidak hadir tersebut. Setelah mediasi
tersebut (jika kedua belah pihak hadir) persidangan dilanjutkan
dengan pembacaan gugatan penggugat.

Setelah itu maka dilanjutkan sidang untuk membacakan jawaban
dari surat gugatan penggugat dan dilanjutkan dengark rggotu
jawaban dari pihak penggugat atas jawaban tergugat, setelah
dirasa cukup maka tergugat juga menjawab atas jawaban
penggugat (duplik), ketika semuanya telah dilakukan dan hakim
sebelum acara persidangan setiap akan dimulainya acara
mendamaikan parpihak dan keduanya tetap bersikukuh pada
pendirian masingnasing maka selanjtnya sidang dilanjutkan
dengan pembuktian.

Pada tahap pembuktian ini maka kedua belah pihak bisa
membuktikan baik secara tertulis maupun pihak saksi. Setelah
keduanya dianggap seki melakukan pembuktian maka hakim
dalam hal ini berdiskusi untuk melakukan putusan.

Setelah itu maka hakim selanjutnya melakukan pembacaan
putusan.

Setelah diberikan putusan oleh hakim yang menyatakan
perkawinan telah putus, maka jika salah satu pihak tidak hadir
pada saat pembacaan, amar putusan akan dikirimkan kepada

tergugat.
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j) Jika setelah 14 hari dari tergugat menerima putusan tersebut tidak
ada bading atauwerzet maka putusan telah berkekuatan hukum
tetap. Maka selanjutnya akta cerai dapat diambil.

Untuk perkara cerai gugat sendiri dalam prosedur
persidangannya sebenarnya sama seperti perkara biasa, yang
membedakan yaitu tempat diajukannya perkadalam hal ini
diajukan ditempat penggugat sedangkan jika perkaranya tentang

barang maka ditempat barang tersebut betada.

B. Analisis Terhadap Putusan VerstekPada Perkara Perceraian dalam Putusan
No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo
1. Analisis Putusan Verstek Perkara Perceraian dalam Putusan No.
12/Pdt.G/2021/PA.Mdo Melalui Pendekatan Kepastian Hukum dan
Pertimbangan Hakim
Putusanverstek secara pengertian yaitu putusan yang dijatuhkan
karena tergugat/termohon tidak hadlalam persidangan pada hal sudah
dipanggil secara resmi atau secara sah dan patut, sedangkan
penggugat/pemohon hadWerstekadalah pernyataan bahwa tergugat tidak
hadir, meskipun ia memut hukum acara harus datangtusanverstek tidak
pernah lepasditannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas
perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim
menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tefguBahwa
putusan verstek adalah putusan yang oleh hakim dinyatakeerstek
dikarenakan tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan sedangkan
telah dipanggil secara sah dan patut
Dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Manado Nomor
12/Pdt.G/2021/PA.Mdo, perceraian yang mana sudah dijelaskan dalam duduk

®®Abdillah Wahab dan Rifqgi Awat i -Eaktbr&®engepabfi Anal i si s
Tingginya Tingkat Cerai Gugat @duinal RukumdKaluhigh an A g a me
Islam LEGITIMAS3, no. 1 (Desember 2020): -6B.

%2 Retno Wulan Sutanti daskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan

Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 25.
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perkara bahwa dalanpersidangan tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan sebagaimana ketika suatu proses beracara di Pengadilan, para
pihak tidak selamanya hadir dalam proses persidangan sesuai dengan
ketentan hukum acara perdata. Ketitlakliran para pihak dapdtlakukan
oleh penggugat ataupun oleh tergugat. Ketika suatu perkara gugatan telah
didaftarkan kepengadilan dan telah dilakukan pemanggilan para pihak serta
tentukan jadwal persidangan, maka dapat saja penggugat atau tergugat tidak
hadir ketidakadiran ifi membawa konsekuensi hukum tersentfilMaka,
pada putusan & 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo sesuai dengan apa yang dimaksud
dengarverstekdalam hukum acara perdata.

Dengan dasar hukum putusaerstek pasal 149 ayat (1) R.Bg.
menyebutkan bahwa:

i Bi | a hap gatgatelah ditentukan tergugat tidak datang meskipun

sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya,

maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannyarsfel kecuali bila

ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa gugatannya tidak
mempumyai dasar hukum atau tidak beral a:

Dengan dasar ini jelas bahwa bila tergugat/termohon pada hari yang
telah ditetapkan tidak hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya
tetapi ia tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka hakiratdap
menyelesaikan perkara tersebut dengan putusastek Hal ini dapat
dikecualikan apabila ternyata menurut pengadilan bahwa gugatan tidak
mempunyai dasar hukum atau alasan, meskipun tergugat/termohon tidak
hadir, maka hakim dapat menjatuhkan putusanauy tidak dapat
dikabulkan®*

Hal ini telah dijelaskan dalam putusarn.N12/Pdt.G/2021/PA.Mdo
yang mana dijelaskan dalam pertimbangan hukum bahwa oleh karena
tergugat tidak pernah hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta

tidak bertentangamlengan huim, maka berdasarkan ketentuazs& 149

63 Rahmawati dan Rachmainfi Penj at uhan Put usan Jimal slaketk dal am
Acara Perdata, Vol. 2, No. 2, 2016, 213.

® Al Mizan, Penetapan Kepusan Verstek di Pengadilan Agan{&orontalo: IAIN Sultan Amai,

Volume 11, No 1 Juni 2015), 92.
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Ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara
verstek ®°

Pada putusanverstek terdapat beberapa syarat dijatuhkan putusan
verstekoleh hakim dalam memutuskan perkara, antara lain:

b. Tergugat tidak hadir
Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasanya
sahnya tidak datang menghadap maka perkaranya akan deustek
yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat kalah.
c. Tergugat tidak kebetan untuk diceraikan oleh penggugat
Putusanverstekdipengaruhi juga oleh tidak keberatannya pihak
tergugat/termohon, sekalipun ia tidak hadir namun ia tidak keberatan bila
diceraikan oleh penggugat/pemohon. Hal ini dapat dilihat dari pihak yang
tidak hadir, biasanya. Namun ada pula yanghgnegkapkan ketidak
beratnya tersebut, dimuat dalam berita acara pengadilan Jurusita
Pengganti yang memang§fl.

Dari beberapa syarat tersebut telah memenuhi untuk syarat atas
dijatuhkan  putusan verstek oleh hakim pada putusan no.
12/Pdt.G/2021/PA.Mdo, vyaitu tergugat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyaka tid
hadrnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat
harus dingtakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
tergugat.

Namun, dari syarat tersebut menurut penulis bahwa ketidakhadiran
tergugat bukanlah bentuk tidak keberatan atas perceraian tersebut, maka
adanya verzet untuk memastikan bahwa tergugttlak keberatan atau
keberatan atas perceraian tersebut yang di pmestekoleh majelis hakim.

Dalam putusan tersebut tidak dijelaskan bahwa tergogatgungkapkan

®pPengadilan Agama Manado, fADokumen Putusan Nomo
2021).

% Al Mizan, Penetapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agd@arontab: IAIN Sultan Amai,

Volume 11, No 1 Juni 2015), 92.
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ketidakberatnya atas perceraian yang diajukan pengguat hanya saja dalam
putusan dijelaskabahwa tergugat tidak hadir karena disebabkan oleh suatu
halangan yang sah.

Pada proses putusaarstekdijatuhkannya putusaverstekini menjadi
perdebatan di dalam prakt Penerapannya dialam praktik pun berbeda
beda seringkali di tafsirkan berlainaRada prinsipnya, walaupun tergugat
tidak hadir, suatu persidangan pemeriksaan perkara haruslah berjafdn adil.

Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan
tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk meaghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa
tanpa hadirnya tergugat.

Upaya perdamaian damediasi tidak dapat dilaksanakan karena
tergugat tidak pernahadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, maka upaya dan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan
Peratuan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Meskipun tergugat dianggap mengakui atau setifiknya tidak
membantah dalitlalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir
di persidagan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat
tetap diwajibkan untuk membuktikan alasslasan perceraiannya dengan
mengajukan alalat bukti yang cukup.

Pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum
dengan terlebih daltu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankasieh penggugat. Karena tergugat atau

kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat

®” Ema Rahmawati dan Linda RachmaifyPenj at uhuan Putusan Verstek
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif
di I n d, BarelwngUniversitas Padjadjaran), Vol 2, No. 2, Jiesember 2016, 213.
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atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan. Kemudian pgeahggu
mengajukan alat bukti surat dan sasaksi untuk menguatkan dadialil
gugatanny&®

Dalam ketdakhadirannya tergugake persidangan menyebabkan
proses pemeriksaan perkara berlangsung secara cepat karena majelis hakim
hanyalah mendengarkan pihak pemg@at/pemohon dan mendengarkan
keterangarketerangan dari saksaksi yang dihadian oleh pihak
penggugatSecara normal sidang perceraian memerlukan empat sampai lima
kali sidang, namun dalam perkara yang diputus se@stekhanya dengan
dua kali sidag.

Salah satu prinsip yang harus dipedomani oleh pengadilan adalah
proses beracara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip tersebut juga
berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, termasuk dalam perkara
perceraian. Dalam praktik putusaerstekdalam perkara perceraian, pada
umumnya hanyalah memerlukan dua kali sidang. Hal ini sepintas sesuai dan
mencerminkan asas cepat, sederhana dan biaya fihgan.

Berangkat dari kerangka teori yaitu kepastian hukum maka dalam
putusan no.12/Pdt.G/2021/PA.Mdo penulisemastikan bahwa putusan
tersebut sesuai dengan fakta yang ada pada hukum acara. Pada putusan
verstekmemberikan kepastian dan keadilan kepada penggugat secara hukum
yaitu diputuskanlah perceraian antara penggugat dan terdgNagatn, pada
putusanverstekini hanya memberikan keadilan pada penggugat dengan
diputuskan ikatan perkawinannya, akan tetapi dengarhalkkpenggugat
berupa nafkah dan nafkah membiayai anaknya tidak terpenuhi dikarenakan
penggugat tidak bisa mengajukan hal tersebut karena tergagatumsanya
yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan.

®pengadil an Agama Manado, iDokumen Putusan Nomo
2021).

“ Ek a S u s yPutusam tVerstek Hada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Pamekasad , ( P a:nsekiblahsTegygi Agama Islam Negeri Pamekasan), Vol. 8, No. 1, 2011,

144.
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Selanjutnya, penulis menjelaskan terkait beberapartimbangan
hukum dalam putusan no.12/Pdt.G/2021/PA.Md@ang menjadi putusnya
ikatan perkawinanpada pertimbangan hukum Majelis Hakim berpeatiap
bahwa antara penggugat dan terguigddh terjadi keretakafrkatan batin
sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya
disebabkantergugat memiliki sifat pencemburu sehingga menyebabkan
keduanya pisah tempat tinggal yang $ubarlangsung kurang lebih 1 (satu)
tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah
tidak saling mempedulikan bahk@enggugat telah berketetapan hati untuk
bercerai dengatergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak
dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai makassal B Kompilasi
Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah
tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masiagjing, yang mana
untuk itulah rumah tangga diadak®n

Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yamah
berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun yang disebabkan akibat perselisihan
dan pertengkaran karena tergugat memiliki sifat pencemiusah tempat
tinggal atau pisah ranjang merupakan perpisahan antara-istrailysng tidak
mengakhiri pernikaharturan soal ini terdapat di KUH Perdata, tepatnya di
Pasal 233 hingga 249 KUH Perdata. Pasal 233 KUH Perdata menyatakan,
jlka ada halhal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian
perkawinan, suami atau istri berhak untuk menuntut pisah mejsadmmg.

Gugatan untuk itu dapat juga diajukan atas dasar perbpathoatan yang

“pengadilan Agama Manado, iDokumen Putusan Nomo
2021).
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melampaui batas kewajaran, penganiayaan dan penghinaan kasar yang
dilakukan oleh salah suami atau itri.

Suami istri yang telah pisah ranjang sudah tidak lagi menunjukan
selagai keluarga yangakinah, mawaddah, warahmabkebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum IslaBakinahyang berarti
tenang atau tentram, atau rumah yang memberikan rasa tenang dan nyaman,
mawaddahadalah cintah, kasih sayang kepada pasarygamwarahmahitu
sejenis cinta, kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk memberi,
melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. Dapat disimpulkan
bahwasakinah, mawaddah, warahmahgalah gambaran hubungan suami
istri yang dilandasi cinta danepuh kasih sayang demi tercapainya rumah
tangga yang memberikan ketentraman hitfup.

Bahwa suatu ikatan pernikaharadalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangg@enggugat dengatergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagénggugat mauputergugat, karena itu perceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga teré&but

Berdasarkan pertimbangafpertimbangan tersebumempersoalkan
siapa yang benar dan siapa yang salah, maka aéssan perceraian
dianggap telah memenuhi ketentutan Pasal 19 huruf (f) Perd&araarintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau

setidaktidaknya gugatarpenggugat untuk bercerai deng&rgugat telah

“"Tri Jata Ayu Pramesti, fMasalah Pisah Ranjang d
www.hukumonline.com, 25 April 2017https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalalisah
ranjangdanperjanjianpisahhartalt4f2fd0b567deb

Anggi Mayasari, HAArti Sakinah Mawaddah War ahmal
Elektronik, wolipop.detik.com, 18 Februari 202&ftps://wolipop.detik.com/weddingews/d
5948084/artisakinahmawaddakwarahmakdoauntuk-pengantinbaru

“pPengadilan Agama Manado, iDokumen Putusan Nomo
2021).
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memiliki cukup alasan, maka gugatpanggugat patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain saggrgugat terhadapenggugat

Umumnya yang berhak menjatuhkan talak kepada istri adalah suami,
dalam buku Figh Lima Madzhab karya Muhammad Jawad Mughniyah
dijelaskan, para ulama madzhab memang berbeda pendapat mengenai hal
tersebut. Imam Abu Hanifah meatgkan, hakim tidak memiliki hak
menjatuhkan talak kepada seorang wanita apa pun itu alasannya. Kecuali bila
suami wanita tersebut impoten, alat kemaluannya terputus, pecah hingga
hilang buah zakarnya. Adapun tidak memberi nafkah, hilang tak tentu kabar
beritanya, dihukum seumur hidup, dan lainnya, maka hakim tidak boleh
menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karendahatu tanpa izin
suaminya. Sebab talak adalah hal pengendali (suami).

I mam Mal i k, I mam Syafiol, dan | mée
memperbolehkan seorang wanita menutalak dari hakim karena adanya
sebabsebab yang diperbolehkan. Antara lain tidak diberi nafkah, istri merasa
terancam baik berupa ucapan atau perbuatan dari suarancamnya
kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat meskipun si suami
meninggalkan nafkah yang cukup selama masa ketidakhadirannya, hingga
terancamnya istri akibat suami berada dalam pefijara.

Dari uraian diatadhahwa umumnya yang berhak meanfdtan talak
adalah suami karena istri tidak bisa menjatuhkan talak, maka istri bisa
mengajukan perceraian kepada hakim dengan penyebabnya. Seorang istri
tidak bisa menceraikan suaminya, yang bisa menceraikan adalah suami,
namun dengan adanya gugatan datii ikepada hakim maka hakim bisa
menjatuhkan talak dengan pertimbangan seediabnya melalui putusan

pengadilan.

| mas Damayanti, fiBol ehkah Hakstnr i MeQrjart quhdk,a n MeTd
Elektronik, republika.co.id, 20 Juni 2026ttps://www.republika.co.id/berita/gc6cuj366/bolehkan
hakimmenjatuhkartalak-terhadagistri-orang
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Sebagaiman dalam putusan.NL2/Pdt.G/2021/PA.Mdo Menimbang,
Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang
selanjutnya diabil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap
suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya
suami dengan talak satu;

b. Pendapat Ulamkigh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fighus Sunnah juz Il

halaman 249 yang berbunyi:

Artinya: Hakim dapat menj atuhkan ta
jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk
rukun kembali*®

Bahwa perceraian yang dijatudrkoleh Pengadilan Agamadalah
talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah
tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh
melakukan akadikah baru

2. Akibat dari Putusan VerstekPerkara Perceraian

Pada putusan perkara nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo suami
dinyatakan tidakhadir, dikarenakan telah dipanggil secara restan patut
akantetapi sang suami tidak juga menghadiri persidangan. Maka berdasarkan
ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R. Bg. iBi
tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga
tidak mengirimkan wakilnya, maka guga dikabulkan tanpa kehadirannya
(verstel kecuali bila ternyata menurut pengadilaregeri itu, bahwa
gugatannya tidak mempunyai ““dGgamm hukum
Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum maka

dari itu gugtan penggugat dapat diperiksa dan diputus sgesstek

“"pPengadilan Agama Manado, iDokumen Putusan Nomo
2021).
“Dar mawati dan A ®enerapdni Kepdtasam\ersteki dh Pengéadilan Agama

Jurnal AFMizan, Vol. 15 No. 1, Tahun 2015, 92.
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Dasar hukum yang berkaitan dengan pemanggilan dalam aerkar
perceraian karena suami tidak pernah hadir dalam persidadgtain:
Pasal 390 ayat (HIR yang menyatakan bahwa:

fTiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini,
harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat
diamnya atau di tempat tinggalnya dan, jika tidak di jumpai disitu,
kepada kepala desanya atau lurah Bangsa Tionghoa diwajibkan
dengan segera maberitahukan surat juru sitéu pada orang itu
sendiri. Dalam terakhir ini tidak perlu pernyataan hukum

Ada sebagian yang berpendapat bahwa putwsastekmerupakan
realisasi dari asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena
tujuan pekawinan adalah untuk membentikluarga yang bahagia, kekal,
dan sejahtera, maka dari itu perceraian merupakan suatu asas hukum yang
terdapat dalam penjelasan umum Undandang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan angka 4 huruf e, yang menyatakan balada p
prinsipnya Undangindang perkawinan ini menganut asas mempersulit
perceraian, harus ada alasdasan tertentu serta harus dilakukan disidang
Pengadilari’

Dari uraian diatas, pada perkara cerai gugat dalam puttesatek
yang mana dalam perkara tersebut tergugat tidak mengadiri proses
persidangan dari langkah mediasi hingga dijatuhkan putusan oleh Majelis
Hakim, sedangkan tergugat telah dipanggil secara resmi dan letodrut
hukum positif, hakim dapat memutus bagi fpihgang tidak hadir sejauh
sudah dipanggil sesuai ketentuan hukum mengenai tata cara pemanggilan,
jika pengguggatidak hadir dan juga tidak diwakili oleh pengacaranya, maka
gugatannya dapat digugurkan dan bila penggugat hadir sementara tergugat
tidak hadirdan sudah dipanggil menurut hukum, asalkan gugatan penggugat

ada dasar hukumnya ia dimenangka (putwsastel.”®

" Eka Sus i | awaRuiusandVlerstek Péida Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Pamekasad, Jur nal Nuansa Vol. 8 No. 1, Tahun 2011,
"8 Aris Bintania,Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka FigtQaldha,Cet. |, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), 49.
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Idealnya, pemeriksaan perkara perceraian menghadirkan suami dan
istri di persidangan untuk dapat didengar keterangannya dan diupayakan
perdamaian. Kewajiban hakim dalam mendamaikan merupakan asas hukum
yang sejalan dengan tuntuta ajaran moral dalam Islam. Namun, realitas
empiris penyelesaian perkara perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama
umumnya diputuskan secavarstekdan bahkan teh mendominasi jumlah
putusan perceraian pada beberapa wilayah di Indonesia-fRktdaaersebut
dapat dilihat misalnya dari putusan PA Bandung yang memgustek
kurang lebih 70% perkara perceraian dari seluruh jumlah perkara perceraian
yang diterimaiap tahunnyd?

Persoalan putusawerstek pada perkara perceraian (cerai gugat)
akhirnya akan berakibat pada hilangnya -hak istri karena suami tidak
pernah hadir di persidangan. Lebih lanjut, istri akan kesulitan dalam
menggugat nafkah untuk dirinya maupanaknya. Tidak hanya pada perkara
cerai gugat, kondisi serupa juga tidak jarang terjadi pada putiesatek
dalam perkara cerai talak karena ketidakhadiran istri. Diakui atau tidak,
ketidaktahuan istri mengenai hhkknya tersebut menjadi persoalan utama,
sehingga bukan tanpa alasan jika kemudian masih banyak suami yang
memutuskan perkawinannya saja tanpa thsgpemberian hakak yang
dimiliki oleh istri beserta anainaknya®

Dalam putusarverstekini hak-hak perlindungan hukum perempuan
tidak terlindungi, termasuk dalam hal membebankan biaya perkara kepada
penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amatusan.
Pemanggilan pihak tergugat dalam Undangang ditetapkan pemanggilan
sebanyak 3 (tiga) kali namun yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama
Manado Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo pengadilan telah memanggil secara

"Abdul Jami |l daRerlinMmdan ldudtum dahKeadilaPara Pihak Melalui Ex

Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraign J ur n al Hukum | US QUI A
No. 2, Vol. 29, Tahun 2022, 4442,

¥Abdul Jamil d éarlinddnghnHekdm darNKeadila Pdra Pihak Melalui Ex

Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraign J ur n a | Hukum | US QUI A

No. 2, Vol. 29, Tahun 2022, 44443,
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resmi dan patut oleh jurusita Peddan Agama Manado. Hal ini dapat
merugikan pemapuankarena pihak tergugat (suami) tidak pernah menghadiri
persidangan.

Dalam hal lain hak perempuan yang tidak dilindungi dalam putusan
verstekadalah untuk mendapatkan biaya hidup dan pendidikan anakisampa
dewasa tidak bisa dikabulkan oleh majelis hakim karena tergugat (suami)
tidak hadir dalam persidangan. Yang mana tugas dan tanggung jawab seorang
suami terhadap ananaknya untuk membayar biaya nafkah anak sampai
anak tersebut dewasa dan mandiri. Nandengan putusarverstekini
perempuan harus menghidupi kebutuhan anak sendiri tanpa mendapatkan
biaya nafkah anak dari suami. Seharusnya putugenstek ini dapat
menguntungkan bagi pihak penggugat untuk mendapatkahdkalya yaitu
naf kah i i dawah damhiaya reafkah anlak yang diberikan oleh
pihak tergugat kepada pihak penggudagngan ketidakhadiran terggugat
justrudapat merugika pihak perempuaft

Perlindungan hakak penggugat dalam putuseersteksebagaimana
dalam paradigma hakim membeerlindungan hukum dan keadilan kepada
para pihak pada perkara yang dihadapingermakna membantu dan
menyelanakan, yakni membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan
untuk tercapainya peradilan yang efesien, serta menyelamatkan pencari
keadilan darikerugian, ketidakadilan, ketidakpastian dan dari kemungkinan
gagal memperoleh keadilan, bahkan tanpa harus ada permintaan dari yang
bersangkutan tanpa didiskriminaBlaradigma ini sesuai dengan semangat
Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesiags@mana termaktub
dalam Preambule UUD NRI 1945, bahwa negara ini dibentuk dan
diselenggarakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam konteks
penyelenggaraan peradilan, pengembangan paradigma ini sebenarnya

merupakan bagian yang erat kaitannyagaa ikhtiar untuk mengembalikan

88Maulidya Annisa, fPutusan Verstek Dalam Cerai G
Banda Aceh), (Skripsi, Banda Aceh, UIN-Raniry Darussalam, 2019)
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peradilan pada khittahya yang sejati dalam penyelenggaraan berbangsa dan
bernegara, yaitu menjamin terpenuhinya perlindungan hukum dan ke&dilan.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan kepentingan
perlindungan hakak anak menurut Pasal 41 huruf a UUP ialah baik bapak
maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik
anakanaknya, semataata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi
perselisihan mengenai penguasaan @k, maka pengadilan yang
memberikan keputusannya, termasuk dalam putusan verstek perceraian.
Sedang pada huruf ¢ Pasal 41 UUP jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undamtang Nomor 1 Tahun
1974 (PP 9/1975) tentang Perkawinan yang mengah n fiPengadi | an
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau
menentukan suatu kewajiban bagi bekas
tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf a dan ¢ UUP adalah wujud
normatif dari upayanegara untuk melindungi kepentingan dan-hak anak
setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuasyta perlindungan bagi
mantan istri, berlandaskan fungsi negara hukum mengakui dan melindungi
HAM. %

Dalam hal ini penulis mendapati dalam putusan No.
12/Pdt.G/2021/PA.Mdo bahwa penggugat tidak mengajukan gugatan terkait
nafkah untuk dirinya dan anaknya setelah bercerai dikarenakan penggugat
lebih memilih untuk bercerai karena sudah tidak tahan lagi dengan tergugat.
Penggugat tidak mengajukan nafkah iseléebih memilih untuk cepat
bercerai, tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan damgde

merupakan orang yang berstatus golongan masyarakat ekonomi rendah.

¥Abdul Jami | dRerdindivhgan Hukuri danNKeadila Pata Pihak Melalui Ex

Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian J ur n a | Hukum |1 US QUI A
No. 2, Vol. 29, Bhun 2022, 44-445.

®Abdul Jami | dRerindivhgan Hukuhi danNCeadila Pata Pihak Melalui Ex

Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraign J ur n al Hukum 1 US QUI A

No. 2, Vol. 29, Tahun 2022, 84
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Berdasarkan uraian diatas, maka dalam putugarstek pihak
penggugat tidak mendapatkk@untungan terkait ieah yang akan diberikan
terguaat dikarenakan tergugat tidak menghadiri persidangaimggapihak
penggugat tidak bisa mengajukan hal tersebeiharusnya putusaerstekini
dapat menguntungkan bagi pihak penggugat untuk mendagekdraknya
yaitu nafkahuntuk dirinya sendirdannafkahbiayaanak yang diberikan oleh
pihak tergugat kepada pihak penggugat. Namun, dengan ketidakhadiran
tergugat justrumerugikan penggugat karepatusanverstekini perempuan
harus menghidupi kebutuhan anak sendiri tanpa mendapatkan biaya nafkah

anak dari suami.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian hasil penelitian terhadap permasalahan yamgkdin dapat
penulis simpulkan

1. Bahwa dalam penyelesaian perkara perceraian dalam putwsastek,
yaitu prosedur berperkara dari penerimagermohonan/gugatan
penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera, penunjukan juru sita,
relaas,prosespersidan@n hingga putusan peria gugatan di €adilan
Agama. Di Pengadilan Agama Manado memiliki Standar Operasional
Prosedur (SOP)No. PAMDO-SORPNT-05 penyelesaian perkara di
Pengadilan Agama Manadgang mengatur tentangroses penerimaan,
proses sidang, hingga putusan perkara gugatan

2. Dalam putusa ini tergugat dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan
sedangkan telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga putusan ini di
jatuhkan secara&erstekberdasarkan ketentuan Pasal @t (1) R.Bg.
yaitu pada hari yang ditentukan tergugat tidak mdmhgersidangan
meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya juga tidak mengirimkan
kuasanya yang sah, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya atau
diputuskan secareerstek Dengan ketidakhadiran tergugaenghadirkan
akibat dari putusawerstekdalam perkara perceraian yaitu penggugat tidak
bisa menggugat hakaknya sebagai mantan istri berupa nafkah untuk
dirinya dan nafkah untuk anaknya. Ketidakhadiran tergugat justru
merugikan penggugat karena harus menghidupi dan membiayai kebutuhan
anaknyasendiri tanpa mendapatkan nafkah dari mantan suami (tergugat),
seharusmya putusaverstek ini dapat menguntungkan bagi pihak
penggugat untuk mendapatkan Heknya.

B. Saran

Dengan hormat teruntuk hakim, penulis memberikan saran yang mungkin

bisa jadi bahan grtimbangan untuk para pencari keadilan. Ternyata putusan
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verstek masih memberikankerugian terhadap penggugat karena tidak bisa
mengajukan dan mendapatkan {nalknya sebagai mantan istri dari tergugat.

Pada perkara perceraian dalam putugarstekseharusnya hakim bisa
menggunakan kebijakannya sebagaimana dalam paratigikim yang memberi
perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak pada perkara yang
dihadapinya bermakna membantu dan menyelamatkan, membantu mengatasi
segala hambatan dan ringan serta menyelamatkan pencari keadilan dari
kerugian, ketidakadilan, ketidakpastian dari kemungkinan gagal memperoleh
keadilan bahkan tanpa harus ada permintaan dari yang bersangkutan tanpa
didiskriminasi.

Seharusnyapadaperadilanyang dimana tergugat harus dipanggil paksa
dan dijemput paksa, jika tidak menghadiri maka diberi hukuman supaya bisa
menghadiri persidangan agar tidak terjadi putusastek penulis berpikir bahwa
peradilan di Indonesia bisaembuajperaturarterkait pefemputan paksa tergugat
dan diterapkan di negara Indonesia agar bisa mensejahterakan penggugat untuk

mendapatkan hakaknya sebagai mantan istri.
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SALINAN PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo

P > % }\‘u ¢ 5
S NETINANL " 2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidatgjelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tiada,tempat

kediaman di xxxxxxxxxx, Kota Manado, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 41 tahuragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir,

tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa akatlat bukti Pengugat:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05
Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada
tanggal 07 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo,
mengemukakan hdlal sebagai berikut:

2. Bahwa 1 (satu) hari sebelum melangsungkan akad nikah Tergugat telah
menjadi seorang muallaf, dan pada tanggal 04 Januari 2001 Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agan{fKUA) Kecamatan Malalayang
Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor : 43/03/1/2001 tertanggal 11 Januari 2001,
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3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda cerai mati
dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelath mkah Penggugat dengan
Tergugat tinggal dirumah Kos milik Iko di Kelurahan Bailang setelah itu
sempat berpindah tempat tinggal di Kelurahan Cempaka sebagaimana
tertera diatas sampai akhirnya berpisah.

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan gegrgelah
dikaruniai seorang anak yang bernafraak 1 (Laki-laki) Berumur 17
Tahun

5. Bahwa awalnya pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat harmonis dan bhadk saja, namun sejak sekitaran awal
tahun 2018 hubungan rumah tangga Beggt dan Tergugat sudah
menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan yang disebabkan oleh:

a. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berat sehingga Tergugat
kerap menuduh Penggugat telah memiliki pria lain namun fa&tany
Penggugat tidak ada kedekatan dengan pria yang dimaksud oleh
Tergugat;

b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap
melontarkan katkata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap
diri Penggugat sehingga Tergugat beberapa kali melontagtakdta
yang tidak pantas dihadapan Teman Penggugat bahkan Tergugat
mengancam membunuh Penggugat dengan barang tajam berupa pisau;

c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai
Kepala Rumah Tangga yaitu memberikan nafkah baik berupahnafka
lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat sejak sekitaran
bulan September 2019;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada
sekitaran akhir bulan Oktober 2019 yang disebabkan oleh segala
permasalahan Rumah Tangga tbudepada angka 4 huruf a, b, dan c
diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi

melaksanakan kewajiban sebagai Substari dan telah pisah rumah dan
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ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, maka Penggugat akhirnya

memutuskan untumengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama

Manado;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia diyeamp akan
datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan peruonddaggan
yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasalasan tersebut di ata$enggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
putuskarena perceraian;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:
Mohon putusan yang seaditliinya;

Bahwa pada hatari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadaplan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tamaalirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umu dengan terlebih dahulu dibacakan surat guda@mggugat yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan,;

Bahwa untuk menguatkan dadialil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksaksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Malalayang Kota Manado, Nomor 43/03/1/2001 Tanggal 11
Januari 2001, bukti surat tesé telah diberi materai cukup, telah dicap
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P1 ;

3. Bukti Saksi.

Saksi 1,Saksi 1,umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan lbu

rumah tanggabertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kota Manado, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Datgadalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
koskosan di Kelurahan Bailang kemudian pindah ke Kelurahan
Cempaka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang
saat ini dipelihara oleh Pegiggat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus;
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Bahwa perselisihan dan pergkaran antara Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak tahun 2018;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat memiliki sifat pencemburu;

Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri penyebab
perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena
yang dicemburui adalah guru mengaji dikampung kami bernama Kasim
Tomayahu;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal alejek t
2019;

Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat
karena diusir oleh Tergugat seusai acara selamatan cucu saksi;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tetap
tinggal di kediamannya;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah, antara
Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk
Penggugat;

Bahwa pernah diusahakan saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat

tidak mau rukun lagi;

Saks 2, Saksi 2 umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kota Manado, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat&&tenggugat adalah
tetangga saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di kos
kosan di Kelurahan Bailang setelah itu pindah ke Kelurahan Cempaka,;
Bahwa Penggugat dan Tegai mempunyai satu orang anak yang

sekarang diasuh oleh Penggugat;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan
harmonis, tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis
dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertenglkarama keduanya
secara terus menerus;

- Bahwa persilisihan dan pertengkaran antara keduanya terjadi sejak tahun
2018;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat mencemburui Penggugat dengaitalakiain bernama
Kasim Tomayahu yang merupakan guru mengaji di kampung kami;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut karena saksi melihat sendiri peristiwa tersebut, karena saksi
bertetangga dekat dengan mereka;

- Bahwa setahu saksi antara Pengguipngan orang yang dicemburui
oleh Tergugat tidak ada hubunhan-ajpa;

- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih
1 tahun ini;

- Bahwa Penggugat yang pergi meggalkan kediaman bersama karena
diusir Tergugat setelah adanya acara selamatan cucu kakak Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama kakaknya sedangkan
Tergugat tetap tinggal di kediaman Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugaketgngat berpisah,
antara keduanya masih saling berkomunikasi;

- Bahwa selama keduanya berpisah, setahu saksi, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, tetapi tidak berhasil karena
Penggugat tidak mau lagnembina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun
lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksudan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nortiofahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secasai dan patut dan tidak ternyata
tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan
gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat
diperiksa dan diputus secara \teks

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pernikahan hubunhan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat harmonis bdikik saja, namun sejak sekitaran awal
tahun 2018 hubungan rumahngga Penggugat dan Tergugat sudah
menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan yang disebabkan oleh:

b. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berat sehingga Tergugat

kerap menuduh Penggugat telah memiliki pria lain mafaktanya
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Penggugat tidak ada kedekatan dengan pria yang dimaksud oleh
Tergugat;

c. Bahwa Tergugat memilki sifat tempramen tinggi yang kerap
melontarkan katkata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap
diri Penggugat sehingga Tergugat beberapa kali rteekan katskata
yang tidak pantas dihadapan Teman Penggugat bahkan Tergugat
mengancam membunuh Penggugat dengan barang tajam berupa pisau;

d. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai
Kepala Rumah Tangga yaitu memberikan nafkah baikpaenafkah
lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat sejak sekitaran
bulan September 2019;

2. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada
sekitaran akhir bulan Oktober 2019 yang disebabkan oleh segala
permasalahan Rumah Tayagtersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c
diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi
melaksanakan kewajiban sebagai Subst@ri dan telah pisah rumah dan
ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanyan, maka Penggugat akhirnya
memutwskan untuk mengajukan gugata cerai melalui Pengadilan Agama
Manado;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak
tidaknya tidak membantah datialil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karen&gparini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan al@dasan perceraiannya
dengan mengajukan alalat bukti yang cukup;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluaak oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah denganalenoada

tanggal 04 Januari 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
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Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada
tanggal 04 Januari 2001, hal tersebut sesuai ketentutan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan-saksi yaitu:

Saksi 1 dan Sak®, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secaratamh saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan daldalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil sehinggeeragigan kedua saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Terguganitile sifat pencemburu;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1
(satu) tahun;

- Bahwa Pengguat yang pergi meninggalkan kediaman bersama,

- Bahwa Penggyat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi

Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakikta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tartpigh terjadi keretakan
ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran antara
keduanya disebabkan Tergugat memiliki sifat pencemburu sehingga menyebabkan
keduanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu)
tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak
saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisinjuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Utdlzolgng Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bakddam rumah
tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan
kewajibannya masirgiasing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suati ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi
mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan membgrénderitaan
batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi
jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangemimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benasidpa yang salah, maka alasan
alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentutan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, atau setidéklaknya gugatan Penggugat untuk leeac
dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap

Penggugat;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang selanjutnya diambdlih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai
berikut:
- Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :
Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan
talak satu;
- Pendapat Ulama Figlsayyid Sabiq dalam Kitab Fighus Sunnah juz Il
halaman 249 yang berbunyi:
Artinya: Hakim dapat menjatuhkan tala
terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun

kembali;

Menimbang, bahwa perceraian yang ditan oleh Pengadilan Agama
Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah
tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh
meakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2)
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Manado untuk mengirikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat
tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkematermasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UAdadgng Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Unélmang Nomor 3 Tahun 2006
dan UndangJndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara diebankan kepada Penggugat;
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Memperhatikan pasgdasal dari peraturan perundamgdangan yang
berl aku dan hukum syarad yang berkenaan ¢

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidaag, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menj atuhkan tal ak s a tTergudath tethadap s ug hr a

PenggugatRenggugaj;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.486.000,00 ( empat ratus delapan pulumenlu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Manado pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertetapan
dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Mufi Ahmad Baihaqi,
M.H sebagai Ketua Majelis, DewAngraeni Kasim, S.H. dan Andi Fachrurrazi
Karaeng Liwang, S.H.l., M.H., masingasing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didaimgety Dra.
Vahria sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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